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I N T I S A R I 
 
Sundari, Nomor Induk Mahasiswa E12113037, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul, Analisis Peran Pemerintah 
Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gowa, 
dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Andi Gau Kadir, MA sebagai 
Pembimbing I dan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah 
dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan masyarakat miskin yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Gowa yang berpedoman pada 
peraturan Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah yakni 
pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat pada 
masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan 
namun diberikan bantuan. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 
masyarakat miskin di Kabupaten Gowa meliputi faktor pendukung dan 
faktor penghambat. Faktor yang menjadi pendukung yakni ketersediaan 
anggaran, serta faktor yang menjadi penghambat yakni pendataan yang 
tidak professional karena data masyarakat miskin yang mendapatkan 
bantuan tidak pernah berubah dari tahun 2013 hingga 2016. 
 
 
  
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin. 
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ABSTRACT 
Sundari. Regular Number E12113037. The study program of Governance 
Science. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University 
studied about “ Analysis of the role of Government in empowering poor 
society in Gowa Regency supervised by Prof.Dr. H.Andi Gau Kadir, MA as 
the main supervisor and Dr.Jayadi Nas, M.Si as the member supervisor.  
This study aims to find out the role of Local Government in empowering 
the poor in Gowa Regency and some factors influenced. To derive the 
objective of the study, a qualitative study was conducted to analyze the 
data descriptively. Data collection techniques were observation, interview, 
journals and other documents manipulated through descriptive qualitative 
technique analysis.  
This study found that the empowerment of poor society enforced by local 
government, in this case social, labor and transmigration departments in 
Gowa was based on the Regent’s regulation. However, its enforcement 
met a problem in distributing aid or contribution which fell wide of the 
mark. This can be obviously seen on society who actually did not deserve. 
Factors that affected the empowerment of poor society were proponent 
factor and barricade factor. The proponent factor was budget viability while 
the barricade factor was unfair database since receiver found was 
seemingly fixed from 2013 to 2016.  
 
 
Keywords : Local government, Empowerment, Poor society. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini belum berhasil 
mengantisipasi kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi topik sentral di 
indonesia, sejak masa reformasi dilanda krisis multi dimensional pada 
tahun 1998. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan 
diberbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, 
keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Secara 
sosial ekonomi kemiskinan dapat menjadi beban masyarakat, 
menyebabkan rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat serta 
rendahnya partisipasi aktif masyarakat. 
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk 
membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang. 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah 
satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan 
umum. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat 
dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan ekonomi 
yang berkeadilan dan pemerataan dibidang pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur serta akses berusaha dan memperoleh kesempatan kerja 
serta stabilitas keamanan dan tidak adanya gejolak sosial. Apabila 
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pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat dilaksanakan dan stabilitas 
keamanan tidak terkendali, akan berdampak meningkatnya tingkat 
kemiskinan. 
Kebijakan  otonomi  daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  secara  eksplisit  
memberikan  otonomi  yang luas  kepada  pemerintah  daerah  untuk  
mengurus  dan  mengelola  berbagai  kepentingan  dan  kesejahteraan  
masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan  
pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014, pemerintah daerah dan  masyarakat  di  daerah  lebih  
diberdayakan  sekaligus  diberi  tanggung  jawab lebih besar untuk 
mempercepat laju pembangunan daerah. 
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan 
berkesinambungan. Kewajiban tersebut  bisa dipenuhi apabila pemerintah 
daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara 
optimal sehingga mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan 
masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan 
fungsinya dengan baik. Ryaas Rasyid mengemukakan fungsi 
3 
 
pemerintahan yaitu melakukan pelayanan,  pembangunan, pemberdayaan 
dan pengaturan.1 
Dalam fungsi pelayanan, pemerintah sebagai aparatur negara 
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Dalam fungsi pembangunan, pemerintah sebagai 
pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini 
mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental 
spriritual. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan 
kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban 
pemerintah. Sedangkan pengaturan diterapkan sebagai regulator yang 
mengatur jalannya sistem pemerintahan sehingga tercipta kestabilan 
dalam berbagai bidang. Hal ini akan mempermudah pemerintah untuk 
mencapai tujuan negara. 
Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di 
Indonesia, Kabupaten Gowa yang berada di bagian Selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan merupakan daerah otonom secara administrasi 
memiliki 18 kecamatan dan mempunyai iklim yang sangat beragam. 
Beberapa bagian wilayahnya merupakan lahan kering iklim basah dan 
bagian yang lain merupakan lahan kering iklim kering, selain itu sebagai 
daerah penyangga kota Makassar yang merupakan ibukota Propinsi 
Sulawesi Selatan, juga dengan banyaknya daerah-daerah kabupaten lain 
                                                             
1
 Muhadam Labolo.2014.  Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan 
pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 34 
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yang berbatasan secara administratif menjadikan daerah ini sangat 
potensial dalam pengembangan dan peningkatan sektor perekonomian 
berbasis pertanian, Sebagai daerah yang memiliki potensi untuk 
peningkatan taraf hidup masyarakatnya. 
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Pemerintah Kabupaten Gowa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 yang disusun ini 
dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen 
pemerintah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pembangunan 5 
(lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap 
unit kerja. Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan 
pembangunan di Kabupaten Gowa agar lebih terarah dan terjamin 
tercapainya program pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.  
Mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Gowa yakni 
“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup 
Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan”. Gowa yang Handal 
dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, mengandung makna 
bahwa Kabupaten Gowa dengan segenap potensi dan sumber daya yang 
berdaya saing kuat, bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah yang 
handal dalam peningkatan kualitas kesehatan dan mutu pendidikan 
masyarakat serta peningkatan daya beli masyarakat. Gowa yang Handal 
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dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, mengandung makna bahwa 
Kabupaten Gowa dengan segenap potensi dan sumber daya yang 
berdaya saing kuat, bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah yang 
handal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik 
berlandaskan prinsip-prinsip good governance dan handal dalam fungsi 
dan perannya sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator bagi lahirnya 
inisiatif-inisiatif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah.  
Dalam mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Gowa melaksanakan 
program dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai lompatan angka 
Indeks Pembangunan Manusia IPM yang terbesar diantara daerah-daerah 
lainnya di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, diupayakan koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan sinergitas dari seluruh pelaku pembangunan agar 
berorientasi pada perbaikan angka Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan 
dan Daya Beli Masyarakat. 
Berdasarkan target capaian angka IPM yang diproyeksikan lima 
tahun ke depan, minimal terjadi peningkatan sebesar 3,01 persen. 
Proyeksi ini cukup signifikan peningkatannya bila dibandingkan dengan 
capaian lima tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,60 persen. Kondisi 
ini akan tercapai dengan asumsi bahwa intervensi yang besar dalam 
bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan yang berdampak langsung dan mendorong percepatan 
Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana telah dilakukan pada 
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pelaksanan RPJMD Pertama (2005-2010) tetap dilanjutkan dan 
ditingkatkan.  
Untuk memenuhi visi tersebut, pemerintah Kabupaten Gowa 
mencanangkan misi sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada 
hak-hak dasar masyarakat.  
2. Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.  
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat.  
4. Meningkatkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.  
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada 
kelestarian lingkungan hidup. 
Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan kebijakan berdasarkan 
visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Gowa merupakan bagian integral dalam proses Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) organisasi dirumuskan untuk 
masing-masing agenda yang telah ditetapkan. Agenda dan kebijakan 
yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-
hak dasar masyarakat.  
2. Peningkatan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.  
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3. Peningkatan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat.  
4. Peningkatan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.  
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada 
kelestarian lingkungan hidup.  
Berdasarkan tujuan tersebut, maka Sasaran Pembangunan 
Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015 yang salah satunya tentang 
kemiskinan diuraikan sebagai berikut:  
Berkurangnya disparitas kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran 
utama:  
a. Menurunnya angka kemiskinan absolut yang tergambar dari 
penurunan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai pendataan BPS 
dari angka 43.162 RTM pada tahun 2010 menjadi 21.581 RTM 
pada tahun 2015 (sesuai pendataan Badan KB dan PP dari 23,83% 
keluarga miskin pada tahun 2009 menjadi 11,92% keluarga miskin 
pada tahun 2015).  
b. Menurunnya angka pengangguran dari 9,55% pada tahun 2009 
menjadi 5% pada tahun 2010.  
Berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari badan pusat 
statistik Kabupaten Gowa dapat dilihat bahwa kemiskinan di kabupaten 
Gowa mengalami penurunan. Meskipun demikian, masih terdapat 
masyarakat miskin dan sangat berharap bantuan pemerintah. Secara 
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kuantitatif terjadi penurunan tetapi secara kualitatif orang-orang yang 
miskin tetap berkutat dengan kemiskinannya. 
Hal ini dapat di lihat bahwa masih banyak masyarakat yang 
seharusnya meninggalkan kemiskinannya masih tetap miskin serta data 
masyarakat miskin tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Realitas ini 
menunjukkan bahwa secara kuantitatif bisa saja berkurang tetapi secara 
kualitatif tidak mengalami perubahan mendasar. Berdasarkan 
pemantauan penulis ada kecenderungan di masyarakat, ketidaksesuain 
antara program kemiskinan dengan orang yang dilayani dalam hal ini ada 
pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran 
(orang yang mampu justru dapat bantuan sedangkan orang yang tidak 
mampu tidak tersentuh bantuan pemerintah). Oleh karena itu diperlukan 
peran pemerintah daerah yang lebih efektif untuk dapat memajukan dan 
meningkatkan derajat kehidupan masyarakat serta mampu membuat 
masyarakat yang diberdayakan untuk keluar dari ketidakberdayaan. Hal 
ini sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Gowa dan merupakan 
tantangan terberat bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk lebih 
strategis serta bagaimana membuat masyarakat miskin secara kualitatif 
dijauhkan dari kemiskinan karena realitas yang ada dari dulu sampai 
sekarang yang menjadi orang miskin tidak berubah. 
Berdasarkan penjelasan diatas, suatu hal menarik bagi penulis 
untuk mengkaji lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat miskin 
dengan mengangkat judul penelitian, “ ANALISIS PERAN PEMERINTAH 
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DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI 
KABUPATEN GOWA”. 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah, yang mengacu pada visi 
pemerintah Kabupaten Gowa yakni “Terwujudnya Gowa yang Handal 
dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan”.Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup 
Masyarakat,mengandung makna bahwa Kabupaten Gowa dengan 
segenap potensi dan sumber daya yang berdaya saing kuat, bercita-cita 
menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam peningkatan 
kualitas kesehatan dan mutu pendidikan masyarakat serta peningkatan 
daya beli masyarakat. Gowa yang Handal dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan, mengandung makna bahwa Kabupaten Gowa dengan 
segenap potensi dan sumber daya yang berdaya saing kuat, bercita-cita 
menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam membangun tata 
kelola pemerintahan yang baik berlandaskan prinsip-prinsip good 
governance dan handal dalam fungsi dan perannya sebagai koordinator, 
fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah.  
Secara kuantitatif, Data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik 
menjelaskan bahwa kemiskinan di Kabupaten Gowa mengalami 
penurunan. Meskipun demikian, secara kualitatif tidak di pungkiri bahwa 
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kemiskinan di kabupaten Gowa tidak menunjukkan perubahan yang 
substantif. Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam rumusan 
masalah ini peneliti menetapkan pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa ? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan 
masyarakat miskin di Kabupaten Gowa ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa. 
2. Mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan 
penghambat Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
dalam pengembangan ilmupemerintahankhususnya yang berfokus 
pada kajian peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat miskin.  
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2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
seluruh stakeholdersdan menjadi sumbangsi peneliti terhadap 
proses pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi 
mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian 
selanjutnya yang relevan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, 
sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga 
sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau 
memahami makna dibalik realitas yang ada. Pada bagian ini akan 
diuraikan konsep teori yang digunakan, yakni : teori pemerintah dan 
pemerintahan, teori pemberdayaan masyarakat, dan teori kemiskinan.  
 
2.1. Pengertian pemerintah 
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk 
membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-
undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang 
berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan 
pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika 
dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.Arti 
pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara 
yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan 
negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan 
negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua 
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aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk 
mencapai tujuan negara.  
Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang– Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai 
berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.” 
 Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah : 
“Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang 
diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang 
diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup 
diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala 
sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang 
dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh 
orang-orang yang terbaik dan terbesar.”2 
 
Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan 
sebagai berikut : 
                                                             
2
Agustino, Leo. 2007. Perihal Ilmu Pemerintahan Sebuah Bahasan Memahami Ilmu 
Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 15 
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1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di 
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan 
keharusan. 
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti 
badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti 
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah 
tersebut.”3 
 
Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, hal yang harus dilakukan 
oleh pemerintah yaitu : 
“Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), 
negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang 
memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, 
method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.” 4 
 
Untuk definisi pemerintah, W.S. Sayre mengatakan bahwa : 
“Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi 
dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan 
kekuasaannya.”5 
 
Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, hal yang harus dilakukan 
oleh pemerintah yaitu : 
“Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), 
negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang 
memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, 
method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.” 6 
                                                             
3
Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju. 
2013. Hal 4 
4
Ibid. Hal 11 
5
Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.Hal 10 
6
Ibid. Hal 11 
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Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, 
kabupaten/kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang 
berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Seperti di negara 
kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak bersifat negara, karena itu di 
daerah tidak memiliki kekuasaan negara dan atribut kenegaraan lainnya 
seperti ditingkat pusat/nasional. yang dimilikinya adalah wewenang 
sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan 
pemerintahan „tertentu‟ menurut asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.7 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin 
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
                                                             
7
Sufianto, Dadang. (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Bandung:Alfabeta. Hal. 22-
23. 
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Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus 
dijalankan sebagai berikut. 
1) “Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengatur daerahnya sendiri. 
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 
pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah 
provinsi). 
3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta 
mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.”8 
 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang 
dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan 
literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. 
Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan 
berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 
bidang pemerintahan.  
Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli 
di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya 
tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus 
                                                             
8
Ibid. Hal 83-84 
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memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam 
hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi 
penyelahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah 
mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua 
lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem 
pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
2.1.1.  Tugas Pokok Pemerintah 
Tugas-tugas pokok pemerintah kemudian dijelaskan oleh 
RyaasRasyid sebagai berikut : 
“Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan 
serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan 
dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah 
melalui cara-cara kekerasan.Kedua, memelihara ketertiban dengan 
mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, 
menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam 
masyarakat dapat berlangsung secara damai.Ketiga, menjamin 
diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka.Keempat, melakukan 
pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang 
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan 
atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.Kelima, 
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan 
anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan 
ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.Keenam, 
menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 
luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan 
lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar 
bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 
peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, 
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menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.9 
 
Selanjutnya, Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa dalam 
pemerintahan modern fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat 
bagian yakni sebagai berikut: 
“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi 
pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public 
service), pembangunan (development), pemberdayaan 
(empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip 
Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk 
mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.”10 
 
Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya 
menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai berikut: 
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to 
execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan 
sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena 
pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan 
publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislative, 
maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang 
mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan 
merumuskan kebijakan.”11 
 
Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah 
tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada 
                                                             
9
Ryaas Rasyid.2000.  Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. 
Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.Hal. 13 
10
 Muhadam Labolo. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan 
pengembangannya. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. Hal. 34. 
11
 Syaukani Dkk.Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 
2009. Hal. 233.  
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penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas 
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum 
tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat 
kesatuan bangsa.12 
Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukan 
gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan 
berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal 
ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam 
negara. Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang 
dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara 
dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya dan pelayan bagi 
unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya. 
 
2.1.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
  Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan 
dengan asas-asas sebagai berikut : 
4) “Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengatur daerahnya sendiri. 
                                                             
12
 Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar 
Grafika. 2008. Hal. 18. 
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5) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 
pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah 
provinsi). 
6) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”13 
Pemerintah di Indonesia, dibagi berdasarkan tingkatan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan 
desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan 
pemerintahan. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah 
memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala 
Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah 
untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota 
disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 
jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
                                                             
13
Siswanto Sunarno. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar 
Grafika Offset: Hal.7 
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yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin 
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
 
2.1.3.  Tugas dan wewenang kepala daerah 
             Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu : 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 
b. Memelihara ketentramandan ketertiban masyarakat 
c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan 
rancangan perda tentang RPJPD kepada  DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, 
rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda 
tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
untuk dibahas bersama 
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e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapata 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan. 
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah 
g. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang- undangn. 
      Dalam melaksanakan tugas kelapa daerah juga berwenang : 
a. Mengajukan rancangan perda 
b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 
c. Menetapkan pilkada dan keputusan kepala daerah  
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 
dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat 
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 
Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah 
tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada 
penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas 
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum 
tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat 
kesatuan bangsa. 
Fungsi pemerintah serta tugas pokok pemerintah daerah yang 
dijalankan akan menunjukan kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila 
pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka akan 
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berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal 
ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara 
dan kesejahteraan hidup. Kesimpulannya bahwa pemerintah merupakan 
unsur yang penting dalam memajukan negara dengan fungsinya sebagai 
pembangun, pemberdaya, pelayan dan pengatur bagi unsur-unsur lain 
negara yang ada di bawahnya dan bagi masyarakat. 
2.2. Pemberdayaan masyarakat  
Empoverment, yang dalam bahasa Indonesia berarti 
pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari 
perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya 
Eropa. Konsep empowerment mulai nampak di sekitar dekade 70-an, dan 
kemudian berkembang terus sepanjang dekade 8o-an hingga saat ini. 
Pemberdayaaan atau empowementmerupakan sebuah konsep yang 
fokusnya adalah hal kektusaan(power).Pemberdayaan apapun asumsinya 
adalah menerima adanya kekuasaan sebagai faktor, dan membuat yang 
tidak berkuasa menjadi memiliki kekuasaan, yaitu yang powerless dlberi 
power melalui empowerment sehingga menjadi powerfull. 
Konsep Pemberdayaan pada perkembangannya memiliki banyak 
definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki komitmen tinggi 
terhadap usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti yang 
dikemukakan oleh Ife (1995 182), yaitu empowerment Means providing 
people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase 
their capacity to dertemine their own future, and to participate in and affect 
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the life of their community (pemberdayaan berarti menyiapkan kepada 
masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian 
untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan 
masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruh 
kehidupan dalam Komunitas masyarakat itu sendiri. 
Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata 
“empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di 
Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” 
(powerty alleviation) sejak digulirkannya Program Inpres No.5/1993 yang 
kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, 
istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara 
kembar”. Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya 
memenuhi kebutuhan yang diingankan oleh individu, kelompok dan 
masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan 
pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-
keinginannya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumber-sumber daya 
yang terkait tentang pekerjaannya, aktivitas sosialnya,dll. 
Kemudian Gunawan Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa:  
“Pemberdayaan masyarakat-dalam keseluruhan rangkaian 
penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh 
aparatur pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk 
menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu 
berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, keyakinan itu juga perlu terus 
ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional menangani 
proses-proses penyusunanan program pada kabupaten/kota untuk 
selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang 
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terpenting dan juga menjadi tantangan utama adalah bagaimana 
menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata”14 
Karena itu, World Bank (2001) mengartikan bahwa : 
“Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan 
kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu 
dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau 
gagasan-gagasannya, serta kemampuan  dan keberanian untuk 
memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang 
terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata 
lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan 
kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.”15 
 
Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan ada 
3 hal yang harus dilakukan yaitu : 
“Pertama, menciptakan suasan iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-
potensi yang telah masyarakat miliki. Kedua, memperkuat potensi 
atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan 
dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti 
pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, pemberian modal, 
informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya. 
Ketiga, melindungan masyarakat yaitu perlu adanya langkah-
langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah 
persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang 
kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas 
untuk melindungi golongan yang lemah”.16  
Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 
peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) 
untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya, 
berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan 
                                                             
14
Sedarmayanti.2003.Good Governance. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan 
Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: CV Mandar Maju. Hal 56. 
15
World Bank.2001.Pembangunan Berbasis Pemberdayaan. Bandung:Alfabeta. Hal 117 
16
Zubaedi. 2007. Wacana Pengembangan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan 
dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal.103 
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masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan 
kehidupannya. 
Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti 
perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat 
baik dalam arti : 
1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. 
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan). 
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. 
4. Terjaminnya keamanan. 
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan 
kekhawatiran. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Mardikanto mengartikan bahwa : 
Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, 
ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat 
kemampuan masyarakat melalui bersama yang partisipatif, agar 
terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, 
kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses 
pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin 
berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara 
berkelanjurtan.”17 
 
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan 
dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 
individu-individu yang mengalami kemiskinan. 
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Ibid. Hal 145 
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Kemudian, aspek penting dalam suatu program pemberdayaan 
masyarakat adalah program yamg disusun sendiri oleh masyarakat, 
mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan 
kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari 
sumberdaya lokal, sensitif terhadap nialai-nilai budaya lokal, 
memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, 
berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, 
perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan. 
Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam proses fasilitasi 
untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting. 
 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa 
pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, 
terutama mereka yang miskin sumber daya dan kelompok yang 
terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan 
kesejahteraannya secara mandiri. 
2.3. Kemiskinan 
Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian 
warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi 
hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti 
kemiskinan bagi oarng lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif 
cukup membahyakan.Karena itu, ketika kebangkitan nasionalisme tidak 
bisa meningkatkan taraf hidup berperadaban, nasionalisme dapat 
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meredup dan luruh dengan sendirinya sebagaimana yang kita alami 
dewasa ini. Kemiskinan struktural dan kultural yang permanen dalam 
kehidupan membuat karakter bangsa ini makin terpuruk. 
2.3.1.  Pengertian kemiskinan 
Kemiskinan merupakan konsep yang berwayuh wajah, bermatra 
multidimensional. Ellis (1984:242-245), misalnya, menunjukkan bahwa 
dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-
psikologis.  
Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai 
kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. 
Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, 
melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, 
maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan 
persedian sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku 
yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini 
sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. 
Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per 
orang per hari yang disertarakan dengan pendapatan tertentu atau 
pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari 
adalah contoh kemiskinan absolut.  
29 
 
Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap 
kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan 
sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang 
dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. 
Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan 
jaringan dan sturtur sosial yang mendukung dalam mendapatkan 
kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan 
ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya 
faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang 
dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.  
Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah 
yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khusunya masyarakat di 
Negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini 
dikatakan sebagai suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut 
adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan 
menyeluruh dalam waktu yang singkat. 
Menurut Prof. DR. Emil Salim dalam Arifin Noor yang dimaksud 
dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai 
kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.18 
Dan menurut Prof. Sayogya Dalam Soelaeman Munandar, garis 
kemiskinan dinyatakan dalam Rp./tahun, ekuivalen dengan nilai tukar 
                                                             
18Noor, Arifin. 2007. Ilmu Sosial Dasar. Bandung : CV. Pustaka Setia, hal 288 
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beras (kg/orang/bulan, yaitu untuk desa 320/kg/orang/tahun dan untuk 
kota 480kg/orang/tahun). Atas dasar ukuran ini maka mereka yang hidup 
dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, 
keterampilan, dan sebagainya. 
b) Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi 
dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah 
garapan atau modal usaha. 
c) Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah 
dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan 
penghasilan. 
d) Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (self 
employed), berusaha apa saja. 
e) Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai 
keterampilan. 
Berdasarkan uraian diatas bahwa keberhasilan program dapat 
dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengefektifkan 
sumber-sumber data dan sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan 
program dapat dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat. 
  Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 (dalam LincolinArsyad, 
1997) secara  sederhana  dan  yang  umum  digunakan  dapat  dibedakan  
menjadi  tiga  pengertian: 
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“Pertama,Kemiskinan Absolut adalah Seseorang termasuk 
golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di 
bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan 
kebutuhan  dasar hidupnya. Kedua, Kemiskinan Relatif adalah 
Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat 
memenuhi kebutuhan  dasar  hidupnya,  tetapi  masih  jauh  lebih  
rendah  dibandingkan  dengan keadaan masyarakat sekitarnya. 
Ketiga, Kemiskinan Kultural adalah Seseorang  termasuk  golongan  
miskin  kultural  apabila  sikap  orang  atau sekelompok  
masyarakat  tersebut  tidak  mau  berusaha  memperbaiki  tingakat 
kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang 
membantunya atau dengan kata  lain  seseorang  tersebut  miskin  
karena  sikapnya  sendiri  yaitu  pemalas  dan tidak mau 
memperbaiki kondisinya. Ke empat, Kemsikinan struktural adalah 
kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan 
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat 
sehingga menyebabkan ketimpangan”.19 
 
  United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) 
menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu: 
1.  Kebutuhan  fisik  primer  yang  terdiri  dari  kebutuhan  gizi,  
perumahan  dan kesehatan. 
2.  Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, aktu luang (leisure), 
dan rekreasi ketenangan hidup. 
3.  Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih 
tinggi. Kebutuhan  dasar  tidak  hanya  meliputi  kebutuhan  keluarga,  
tetapi  juga meliputi  kebutuhan  fasilitas  lingkungan  kehidupan  
manusia,  seperti  yang dikemukakan oleh International Labor 
Organization (ILO) kebutuhan  dasar  meliputi  2  unsur : 
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Pertama,  kebutuhan  yang  meliputi tuntutan minimum tertentu suatu 
keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup,  tempat  tinggal,  
pakaian,  peralatan  dan  perlengkapan  rumah  tangga  yang 
dilaksanakan.  Kedua,  kebutuhan  meliputi  pelayanan  sosial  yang  
diberikan  oleh dan  untuk  masyarakat  seperti  air  minum  yang  bersih,  
pendidikan  dan  kultural. 
  Pendapat dikemukakan oleh Ellis menyatakan bahwa : 
“Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial 
psikologi. Secara ekonomi,kemiskinan dapat didefenisikan sebagai 
kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok 
orang”. 20 
 
BPS dan Depsos, 2002:4 mengatakan bahwa : 
“Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah 
garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan 
non makanan, yang di sebut garis kemiskinan (poverty line) atau 
batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah 
sejumlah rupiah yang di perlukan untuk setiap individu untuk dapat 
membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang 
per hari dan  kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, 
pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta barang dan 
aneka jasa lainnya”. 21 
 
Kemiskinan memiliki beberapa ciri : 
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan komsumsi dasar 
dasar (pangan,sandang dan papan)  
2. Ketediaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 
(kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)  
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3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi 
untuk pendidikan dan keluarga) 
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual 
maupun massal. 
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan 
sumber alam. 
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata 
pencaharian yang berkesinambungan. 
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun 
mental. 
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak 
terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, 
janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).22 
  Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox 
membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi : 
1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi 
melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang 
umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-
negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh 
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Alfabeta. Hal 16 
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persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat 
globalisasi.  
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembagunan. 
Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya 
pembangunan), kemiskinan perdesaan (kemiskinan akibat 
peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), 
kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh 
hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).  
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan oleh yang dialami oleh 
perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat 
kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti 
bias jender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi. 
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat 
kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si 
miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, 
dan tingginya jumlah penduduk.23 
2.3.2.  Garis Kemiskinan 
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum 
pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar 
hidup yang mencukupi di suatau negara. Dalam praktiknya, pemahaman 
resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga 
                                                             
23Ibid. Hal 18-19. 
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defenisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara 
berkembang. 
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat hidup dalam kemiskinan. 
Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat 
digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan 
pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan 
kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi 
kemiskinan. 
2.3.3.  Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan 
Menurut Badan Pusat Statistik, faktor yang berpengaruh terhadap 
kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
a. Faktor internal yaitu:  
a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per 
orang. 
b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ 
bambu/ kayu. 
c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ 
kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester. 
d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama 
dengan rumah tangga lain. 
e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan 
listrik 
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f) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak 
terlindungi/ sungai/ air hujan. 
g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ 
arang/ minyak tanah. 
h) Hanya mengkonsumsi daging/ sasu/ ayam satu kali dalam 
seminggu. 
i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
j)  Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam 
sehari. 
k)  Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ 
poliklinik. 
l)  Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani 
dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh 
perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan 
dibawah Rp.600.000,- (enam ratus ribu puviah) per bulan. 
m)  Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ 
tidak tamat sekolah dasar. 
n)  Tidak memeiliki tabungan/ barang yang mudah dijual 
dengan nilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), seperti; 
sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor 
atau barang modal lainnya. 
b. Faktor eksternal yaitu keberadaan balita,anak usia sekolah, 
kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM). 
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Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah 
keluarga miskin. Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-
kurangnya empat penyebab, yakni : 
a) Rendahnya taraf pendidikan.Taraf pendidikan yang rendah 
mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan 
menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. 
b) Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang 
rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, dayapikir, dan 
prakarsa. 
c) Terbatasnya  lapangan  kerja.  Keadaan  kemiskinan  karena  
kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan 
pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, 
selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan 
kemiskinan tersebut. 
d) Kondisi terisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi 
tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup 
terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan 
kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat 
lainnya. 
Kemiskinan dimasyarakat khususnya dipedesaan disebabkan oleh 
diantaranya karena keterbatasan aset yang dimiliki,yaitu : 
a) Naturalassets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar 
masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai 
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untuk mata pencahariannya. 
b) Humanassets:menyangkut kualitas sumber daya manusia yang 
relatif masih rendah di bandingkan masyarakat perkotaan (tingkat 
pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan 
dan penguasaan teknologi). 
c) Physical   assets:   minimnya  akses   ke  infrastruktur   dan  
fasilitas  umum seperti jaringan jalan, listrik,dan komunikasi di 
pedesaan. 
d) Financialassets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk 
memperoleh modal usaha 
e) Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam 
hal ini kekuatan bargainin position dalam pengambilan keputusan- 
keputusan politik.24 
 
2.4. Kerangka Pikir Penelitian 
Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya 
adalah pemberdayaan masyarakat. Perangkat pemerintahan di daerah 
senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam 
memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahya. Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan 
bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk 
                                                             
24Criswardani S., 2005. Memahami Kemiskinan Secara 
Multidimensional.http://www.jmpk-online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf. 
diunduh diunduh pada rabu, 20 oktober 2016, pukul 20.05 wita  
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten 
Gowa mengeluarkan surat keputusan Bupati nomor 241/111/2016 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten 
Gowa. Dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa mengenai sandang, pangan, papan, Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa melakukan berbagai cara dan 
inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak 
disertai sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 
Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai objek 
pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan RASKIN 
(beras miskin untuk rumah tangga miskin perkecamatan sekabupaten 
Gowa), PKH (program keluarga harapan), dan RTLH (rumah tidak layak 
huni). Berangkat dari indikator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin diatur dalam  
Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2012 tentang Tupoksi Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa) mencakup 
perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan. Namun, dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa tidak terlepas dri 
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faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang 
menghambat prosesnya. 
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin 
dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan 
yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanaan dilakukan 
dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai 
ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk 
mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-
langkah untuk mencapainya. Pemberdayaan masyarakat miskin 
memerlukan perencanaan yang matang. Sebab hal ini dapat menetukan 
kelancaran setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Di 
Kabupaten Gowa, perencanaan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini 
Dinas Sosial tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 
tentang rincian tugas Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat 
miskin. Selanjutnya tahap pendataan, pendataan adalah proses pencarian 
atau pengumpulan data. Yaitu mengumpulkan semua data yang 
diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. 
Sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan 
fakta. Data yang baik harus obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Data dipergunakan dalam pengambilan keputusan sehingga kevalidan 
data akan meningkatkan ketepatan sasaran dan akurat.Pentingnya proses 
pendataan masyarakat miskin, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pendataan 
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dilakukan langsung dari Kemensos dan berkoordinasi dengan Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk 
mendata masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari 
pemerintah dan tergolong masyarakat miskin. Setelah dilakukan 
perencanaan dan pendataan, tahap selanjutnya adalah pemberian 
bantuan kepada masyarakat yang telah didata untuk mendapatkan 
bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk 
sandang, pangan, papan yakni bantuan RASKIN (beras miskin), PKH 
(program keluarga harapan), dan RTLH (rumah tidak layak huni). 
 
Dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa, 
tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang berpengaruh, baik yang 
bersifat mendukung maupun bersifat penghambat. Faktor pendukung 
adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat 
menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. 
Ketersediaannya anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan 
pemberdayaan masyarakat miskin. Ketersediaan anggaran untuk 
pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Gowa 
ditopang oleh anggaran dari Pemerintah pusat yang diatur dalam APBN. 
Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah untuk membantu 
masyarakat miskin di Kabupaten Gowa. Faktor yang menghambat 
pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa adalah proses 
pendataan yang tidak profesional, dikatakan tidak profesional, karena data 
42 
 
penerima bantuan beras miskin di Kabupaten Gowa dari tahun 2013 
hingga 2016 tidak mengalami perubahan atau tetap. Tidak adanya 
perubahan data dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini 
yang penting terlaksana tanpa melihat apakah ada progres yang lebih baik 
atau tidak, karena data yang ada tidak berubah. Hal ini menunjukkan 
bahwa tidak ada koordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim 
pendamping terhadap orang-orang yang layak atau tidak layak menerima 
bantuan. Kedua, tidak tercipta suatu analisis yang baik dari pihak 
pelaksana raskin untuk mengevaluasi bagaimana kondisi masyarakat 
miskin yang diberi bantuan, karena dengan di berikan secara terus-
menerus bantuan akhirnya masyarakat miskin mengharap terus bantuan 
dari pemerintah dan menjadi ketergantungan. Gambaran singkat peran 
pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui 
bagan berikut: 
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Gambar 1. 
Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang pemberdayaan masyarakat miskin 
pada:(1).Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 
Gowa, (2).Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, (3). Beberapa Kantor 
Camat di Kabupaten Gowa, (3).Beberapa Kantor Lurah dan Desa di 
Kabupaten Gowa. 
 
3.2. Tipe Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan 
atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang 
diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 
kuantifikasi lainnya. 
Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan mendeskripsikan 
suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk 
laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami 
atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang 
diangkat untuk diteliti secara mendalam. 
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Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang 
satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada 
pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau 
dipermasalahkan. 
Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil 
penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau 
informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan 
melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat 
dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, 
dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif 
berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang 
diteliti. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
meliputi : Observasi, Interview (wawancara), studi pustaka, dan 
dokumentasi. 
1) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. Peneliti akan turun ke lapangan secara langsung untuk 
mendapatkan gambaran tentang kondisi masyarakat miskin dan 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah. 
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2) Interview atau wawancara mendalam yaitu mengadakan 
wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali 
informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian.  
3) Studi Pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 
penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas 
internet. 
4) Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 
 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
47 
 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Kepala Bappeda 
2) Kepala Dinas Sosial  
3) Kepala Seksi Pembedayaan Fakir Miskin 
4) Ketua Operator PKH 
5) Kepala Subbagian Ekonomi 
6) Camat 
7) Lurah/Desa 
8) Kelompok Masyarakat Miskin 
 
3.5. Sumber Data 
   Data yang digunakan dalam proposal penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder : 
1) Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya atau di lapanganyang merupakan data empirik. Data empirik yang 
dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan 
yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan 
informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 
Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. 
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2) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah 
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait 
dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, 
dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan 
kebutuhan data dalam penelitian. 
 
3.6. Definisi Konsep 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, 
dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa 
indikator sebagai berikut : 
a) Pemerintah Daerah yang dimaksud yakni Dinas sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai peranan besar dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin agar terciptanya hidup yang 
lebih makmur (tidak miskin), kesejahteraan bersama yang relatif 
setara. 
b) Pemberdayaan Masyarakat adalah proses perubahan sosial, 
ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat 
kemampuan masyarakat melalui usaha bersama yang 
partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua 
stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat 
dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang 
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semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin 
sejahtera secara berkelanjurtan. 
c) Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok 
orang, laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi 
kebutuhan konsumsi dasar-dasar (pangan, sandang, dan 
papan). 
d) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa terdiri 
atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 
pendukung yakni ketersediaan anggaran dan faktor 
penghambat yakni pendataan masyarakat miskin yang tidak 
profesional.  
 
3.7. Teknik Analisis Data 
  Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik 
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat 
miskin di Kabupaten Gowa. Data dari hasil wawancara yang diperoleh 
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kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan 
lapangan.  
 Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses 
penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku 
untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data 
selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti 
pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan. 
1) Pengumpulan Data 
Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang 
berhubungan dengan penelitian melalui wawancara, kajian 
pustaka dan sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti 
menggunakan perekam suara seperti handphone. Pada saat 
pengumpulan data, peneliti berhati-hati dalam mencatat data 
jangan sampai dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data-data 
yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan, sehingga 
kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat 
miskin di Kabupaten Gowa dapat digambarkan secara jelas 
pada hasil penelitian yang berupa kesimpulan. 
2) Sajian Data 
Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bab 
pembahasan dan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. 
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Dalam penyajian ini, data kemudian digabungkan menjadi 
sebuah informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang 
terpadu sehingga apa yang terjadi mudah diamati yang akan 
membantu peneliti dalam menentukan penarikan kesimpulan 
secara benar. Penyajian data ini berupa analisis peneliti tentang 
objek yang diteliti. Pada tahap penyajian data penulis 
mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan, 
sehingga diketahui beberapa informasi dari informan 
berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan). 
Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami 
berbagai hal, serta semua data yang ada kemudian dirancang 
untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis 
mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan 
masyarakat miskin di Kabupaten Gowa. 
3) Kesimpulan Akhir 
Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari proses penelitian 
ini. Kesimpulan ini berbentuk deskriptif kualitatif, yang 
merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di 
lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian 
beserta  hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Kabupaten Gowa yang meliputi sejarah, 
kondisi geografis, aspek-aspek pendukung seperti potensi sumber daya 
alam dan hayati, aspek sosial dan ekonomi serta Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan perangkat daerah yang 
membidangi UMKM. Selain itu, bab ini menguraikan peran pemerintah 
daerah dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin dan faktor-faktor yang 
berpengaruh baik itu sifatnya menghambat maupun mendukung 
pemberdayaan Masyarakat. 
 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa  
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa 
Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Daerah 
yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan 
Raja Kecil. Daerah ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, 
Data, Agang Je‟ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya 
bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, 
sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon 
kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah 
Gowa. 
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Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari 
Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka 
kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan 
mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah 
pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang 
bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan 
Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini 
berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera). 
Pada masa kerajaan tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas 
persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan 
merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu 
Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang 
Je‟ne, Bisei, Kalling, dan Sero. Pada masa sebagai kerajaan, banyak 
peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan  mengandung citra 
nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng 
Imannuntungi Karaeng Tumapa‟risi Kallonna berhasil memperluas  
Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, 
Parigi, Siang (Pangkaje‟ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-
lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh 
dataran Sulawesi Selatan. 
Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa‟risi Kallonna tersebutlah 
nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai 
Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri 
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dari  18 huruf yang disebut  Lontara Turiolo. Pada tahun 1051 H atau 
tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan 
Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 
September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan 
masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian 
diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka 
dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang 
mempermaklumkan shalat Jum‟at untuk pertama kalinya. Raja I 
Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir 
Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari 
Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa  sebagai kerajaan maritim yang 
memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan 
Indonesia Timur. 
Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap 
menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan 
Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan 
konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan 
Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Akibat peperangan yang 
terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan 
jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui 
pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya 
kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat 
menerima permintaan damai VOC. 
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Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal  
dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak 
berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan 
Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya 
mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya 
Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam 
kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah 
airnya. Sultan Hasanuddin bersumpah  tidak sudi bekerja sama dengan 
Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja 
Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari 
Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 
tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, 
maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 
tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan 
sebagai Pahlawan Nasional. 
Pada masa kemerdekaan tahun 1950 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah 
Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 
Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa 
berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah 
Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan 
Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara  (UUDS) tahun 
1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah 
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Makassar bubar. Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya 
kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk 
seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-
daerah Tingkat II. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai 
penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-
Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai 
Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk 
operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng 
Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin  12 (dua belas) Daerah 
bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja 
pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing : 
a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, 
Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya 
berkedudukan di Sungguminasa. 
b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino 
Kota dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino. 
c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan         
Bontonompo. Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 
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d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, 
koordinatornya berkedudukan di Malakaji. 
  Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat 
di Seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik 
menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri 
dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 
a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 
b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 
c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung. 
d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 
e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 
f.   Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao 
g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 
h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan 
Borisallo. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) 
Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan 
sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan 
Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung 
Pandang. Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, 
mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, 
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terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong 
dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah 
Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan 
sampai ke Asia Tenggara. 
Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, 
maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami 
perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 
56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat 
dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 
berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung 
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan 
membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan 
Kecamatan Parangloe. Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka 
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi 
Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil 
pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP  No. 34 Tahun 1984, 
Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di 
Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan). 
Di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya 
pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan 
definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan. Dalam 
sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari 
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zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah 
Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang 
cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan 
Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten 
Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain 
Kota Makassar. Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten 
Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan 
pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi 
sentra pelayanan jasa dan perekonomian.  
Berikut disajikan nama pemimpin sejak terbentuknya Kabupaten 
Gowa, tabel 1 : 
Tabel 1. Nama-Nama Pemimpin Sejak Terbentuknya Kabupaten Gowa 
Dari Masa Ke Masa 
No Nama Masa Jabatan 
1 Andi Ijo Karaeng Laloang 1957 - 1960 
2 Andi Tau 1960 - 1967 
3 K.S. Mas’ud 1967 - 1967 
4 H.M. Arief Sirajuddin 1976 – 1984 
5 A. Kadir Dalle 1984 – 1989 
6 A. Aziz Umar 1989 – 1994 
7 Syahrul Yasin Limpo 1994 – 2002 
8 Hasbullah Jabbar 2002 – 2004 
9 Andi Baso Machmud 2004 – 2005 
10 H. Ichsan Yasin Limpo, S.H 2005 - 2010 
2010 – 2015 
11 Drs.M. Sidik Salam, M.M 2015 – 2016 
12 Adnan Purichta Ichsan,S.H        2016 - Sekarang 
Sumber:www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/73/name/sula
wesi selatan/detail/7306/gowa. Diunduh pada senin, 17 April2017, pukul 21.05 
wib 
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4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Gowa 
a. Letak Geografis 
Kabupaten Gowa berada pada 119.37730 Bujur Barat dan 
120.03170 Bujur Timur, 5.08293428620 Lintang Utara dan 5.5773054370 
Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Selawesi 
Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan 
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di 
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto 
sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar. Wilayah 
Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% dari 
luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi 
dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. 
        Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa 
No Kecamatan Luas (km
2
) Persentase 
1 Bontonompo 30,39 1,61 
2 Bontonompo Sel 29,24 1,55 
3 Bajeng 60,09 3,19 
4 Bajeng Barat 19,04 1,01 
5 Pallangga 48,24 2,56 
6 Barombong 20,67 1,10 
7 Sombaopu 28,09 1,49 
8 Bontomarannu 52,63 2,79 
9 Pattallassang 84,96 4,51 
10 Parangloe 221,26 11,75 
11 Manuju 91,90 4,88 
12 Tinggimoncong 142,87 7,59 
13 Tombolo Pao 251,82 13,37 
14 Parigi 132,76 7,05 
15 Bungaya 175,53 9,32 
16 Bontolempangan 142,46 7,56 
17 Tompobulu 132,54 7,04 
18 Biringbulu 218,84 11,62 
 Kabupaten Gowa 1.883,33 100,00 
                 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2016  
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 Berdasarkan daftar kecamatan tersebut, kecamatan yang paling 
luas wilayahnya adalah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 km2 
.atau 13,37 persen dari luas wilayah Kabupaten Gowa. Sementara 
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bajeng Barat 
dengan luas 19,04 km2 atau 1,01 persen. 
 
 Pembagian wilayah kecamatan direpresentasikan dalam gambar 
berikut : 
 
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Gowa tahun 2016 
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Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan 
dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi 
atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi 
Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran 
tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang 
merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan 
Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai 
kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan 
Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa 
dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai 
dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu 
seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 
Tabel 3. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (PDL) Menurut 
Kecamatan di Kabupaten Gowa 
No Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi 
1 Bontonompo Tamallayang 30,39 
2 Bontonompo Sel Pabundukang 29,24 
3 Bajeng Kalebajeng 60,09 
4 Bajeng Barat Borimatangkasa 19,04 
5 Pallangga Mangalli 48,24 
6 Barombong Kanjilo 20,67 
7 Sombaopu Sungguminasa 28,09 
8 Bontomarannu Borongloe 0.13-52,50 
9 Pattallassang Pattallassang - 
10 Parangloe Lanna 35,67-129,99 
11 Manuju Moncongloe - 
12 Tinggimoncong Malino 6,56-101,59 
13 Tombolo Pao Tamaona - 
14 Parigi Majannang - 
15 Bungaya Sapaya 37,49-94,61 
16 Bontolempangan Bontoloe - 
17 Tompobulu Malakaji 2,73-68,64 
18 Biringbulu Lauwa - 
           Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Gowa 2016 
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b. Iklim  
Secara umum Kabupaten Gowa beriklim tropis basah dan hanya 
dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya 
musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan 
musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan 
seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa 
peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November. Berikut disajikan 
curah hujan menurut pos pengamatan BMKG setiap bulan pada tahun 
2016 dalam tabel. 
Tabel 4. Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan BMKG  
di Kabupaten Gowa 
Bulan Curah Hujan 
Januari 1.146 
Februari 534 
Maret 475 
April 239 
Mei 71 
Juni 34 
Juli 0 
Agustus - 
September 0 
Oktober 0 
November 64 
Desember 731 
Rata-Rata         
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
 
3.294 
- 
319,4 
2.467 
3.678 
Sumber : Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Gowa tahun 2016 
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Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 
27,1250c. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos 
pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 
676mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli-September 
yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. 
Tabel 5. Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya di 
Kabupaten Gowa 
No 
Nama Sungai 
Panjang 
Sungai 
Luas Sungai 
1 Jeneberang 90 881,00 
2 Sapaya 21 9,00 
3 Pa‟bundukang 60 38,00 
4 Bikampang 12 6,40 
5 Lembaya 30 6,10 
6 Koccikang 21 4,25 
7 Tanru Rusa 12 15,60 
8 Sicini 7 8,40 
9 Batang Kaliki 12 18,50 
10 Takapal 12 6,10 
11 Je‟nelata 30 226,00 
12 Passosokia 19 17,50 
13 Pallappakang 23 28,00 
14 Malino 45 36,00 
15 Cadika 48 36,00 
         Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Gowa      2016 
 Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan 
tanah di atas 40 derjat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, 
Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan 
bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, 
wilayah Kabupaten Gowa dilalui 15 sungai besar dan kecil yang sangat 
potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu 
diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai 
Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km. 
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4.1.3. Penduduk  
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah 
yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu 
sama lain secara terus menerus. Penduduk di Kabupaten Gowa 
berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 722.702 jiwa, 
dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 
709.386 jiwa penduduk. Penduduk Kabupaten Gowa mengalami 
pertumbuhan sebesar 1,85 persen. 
Tabel 6. Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga 
No Kecamatan Luas Wilayah 
Jumlah Rumah 
Tangga 
1 Bontonompo 30,39 10,734 
2 Bontonompo Sel 29,24 6,888 
3 Bajeng 60,09 15,750 
4 Bajeng Barat 19,04 6,068 
5 Pallangga 48,24 24,214 
6 Barombong 20,67 8,396 
7 Sombaopu 28,09 31,268 
8 Bontomarannu 52,63 7,975 
9 Pattallassang 84,96 5,412 
10 Parangloe 221,26 4,310 
11 Manuju 91,90 3,871 
12 Tinggimoncong 142,87 5,707 
13 Tombolo Pao 251,82 6,588 
14 Parigi 132,76 3,628 
15 Bungaya 175,53 4,129 
16 Bontolempangan 142,46 3,675 
17 Tompobulu 132,54 7,939 
18 Biringbulu 218,84 9,533 
2015                                                                                                  
2014   
Kab Gowa     2013             
2012 
2011 
1.883,33 
1.883,33 
1.883,33 
1.883,33 
1.883,33 
166,055 
167.347 
160.161 
157,591 
151.948 
        Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2016 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Luas wilayah Kabupaten 
Gowa tahun 2015 adalah 1.883,33 dan jumlah rumah tangga secara 
keseluruhan tahun 2015 sebesar 166.055 rumah tangga. Dalam tabel 6 
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kecamatan Tombolo pao memiliki luas wilayah terluas dikabupaten gowa 
yakni, 251,82 dengan jumlah rumah tangga 6,588. dalam pemberdayaan 
masyarakat miskin, pemberiaan bantuan juga berdasarkan pada luas 
wilayah kecamatan dan jumlah penduduk.  
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin 
Di Kabupaten Gowa, 2011-2015 
No Kecamatan 
Jenis Kelamin  Jenis 
Kelamin  Laki-Laki  Perempuan Jumlah  
1 Bontonompo 19,814 21,688 41,502 91 
2 Bontonompo Sel 14,237 15,389 29,626 93 
3 Bajeng 33,547 34,336 67,883 98 
4 Bajeng Barat 11,972 12,616 24,588 95 
5 Pallangga 57,852 59,263 117,115 98 
6 Barombong 19,128 19,606 38,734 98 
7 Sombaopu 78,405 79,043 157,448 99 
8 Bontomarannu 17,097 17,356 34,453 99 
9 Pattallassang 11,885 11,867 23,752 100 
10 Parangloe 8,847 9,271 18,118 95 
11 Manuju 7,183 7,669 14,852 94 
12 Tinggimoncong 11,693 11,928 23,621 98 
13 Tombolo Pao 14,641 14,209 28,850 103 
14 Parigi 6,020 6,777 12,797 89 
15 Bungaya 7,827 8,442 16,269 93 
16 Bontolempangan 5,911 6,601 12,512 90 
17 Tompobulu 13,862 14,886 28,748 93 
18 Biringbulu 15,460 16,374 31,834 94 
 
2015 355,381 367,321 722,702 97 
 
2014 348.706 360.68 709.386 97 
 
2013 339.575 351.734 691.309 97 
  Kab.Gowa             2012 329,673 340,792 670,465 97 
  2011 324.021 335.492 659.513 97 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2016 
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Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa tahun 
2015 mencapai 722,702 jiwa penduduk, jiwa yang terdiri atas jiwa 
penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebesar 355,381 dan jumlah jiwa 
perempuan sebesar 367,321 jiwa penduduk. Kecamatan yang memiliki 
jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenis kelaminya yakni kecamatan 
Sombaopu dengan jumlah penduduk laki-laki 78,405. Dan jumlah 
penduduk perempuan yakni, 79,043. 
4.1.4. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar 
penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga 
kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika 
penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Di Kabupaten GowaJumlah 
tenaga kerja terdaftar dan penempatannya di Kabupaten Gowa tahun 
2015 sebesar 1.400 tenaga kerja dan di tahun 2014 sebesar 2.141 tenaga 
kerja. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel tenaga kerja terdaftar  
dan  penempatan kerja menurut lokasi di kabupaten gowa, 2014-2015 : 
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Tabel 8. Jumlah  Tenaga  Kerja  Terdaftar  Dan  Penempatan Kerja 
Menurut Lokasi Di Kabupaten Gowa, 2014-2015 
No Lokasi 
Tenaga kerja 
terdaftar 
Penempatan 
1 Dalam negeri 334 334 
2 Luar negeri 330 330 
 
Kabupaten gowa       
2015 
1.400 1.400 
 
2014 2.141 1.751 
          Sumber : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 2016 
 Total jumlah penempatan tenaga kerja di Kabupaten Gowa 
pada tahun 2015 sebesar 1.400 tenaga kerja. Lokasi tenaga kerja 
terdaftar dan penempatannya di dalam negeri sebesar 334 tenaga kerja 
dan terdaftar di luar negeri sebesar 330 tenaga kerja. 
Tabel 9. Jumlah Pencari Kerja Dan Penempatan Kerja Menurut        
Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Gowa 
2014-2015 
No Tingkat 
Pendidikan 
Sisa Awal 
Tahun 2014  
Pencari Kerja 
Terdaftar 
Penempatan 
  
Laki-
Laki 
Pere
mpua
n 
Laki-
Laki 
Pere
mpua
n 
Laki-
Laki 
Pere
mpu
an 
1 
Tidak Tamat 
SD 
- - - - - - 
2 Tamat SD  24 1 0 0 0 2 
3 SLTP  224 140 0 0 239 158 
4 SLTA  290 139 0 0 467 317 
5 DI, DII / AKTA II  1 0 0 0 2 4 
6 
Akademi, DIII, 
Akta III 
31 81 0 2 41 177 
7 
Sarjana (S1, 
DIV,AKTA IV) 
126 218 0 0 189 340 
8 
Pasca Sarjana 
(S2,S3)  
1 2 0 0 2 3 
 
                 2015  697 581 0 2 940 1001 
  
2014 697 581 0 2 403 312 
        Sumber :  Dinas Sosial,Tenaga Kerja,dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 2016 
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 Jumlah pencari kerja awal tahun 2014 sebanyak 697 hingga di 
tahun 2015 697 pencari kerja dengan jumlah yang sama sementara 
perempuan berjumlah 581 hingga 2015 berjumlah 581 pencari kerja juga 
dengan jumlah yang sama sedangkan total jumlah penempatan kerja 
pada tahun 2014 403 pekerja laki-laki dan di tahun 2015 berjumlah 940 
pekerja serta penempatan tenaga kerja perempuan pada tahun 2014 
sebanyak 312 tenaga kerja dan tahun 2015 1001penempatan tenaga 
kerja.  
 
4.1.5. Sosial 
a. Pendidikan 
Merujuk pada amanat Undang Undang Dasar 1945 amandemen 
pasal 31 ayat 2, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara 
konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program 
wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung 
lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan 
kualitas SDM, yang akan menciptakan SDM tangguh, dan siap bersaing di 
era globalisasi, khususnya era Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
baru diberlakukan.. Berikut disajikan penduduk berumur 10 Tahun ke atas 
menurut jenis kelamin dan status pendidikan di Kabupaten Gowa tahun 
2011-2015. 
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Tabel 10. Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Status 
Pendidikan Di Kabupaten Gowa ,2011-2015 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan 
Laki-Lak + 
Perempuan  
Tidak Pernah Sekolah  33.117 35.505 68.622 
Masih Sekolah        
Sd/Mi/Setara 28.173 22.219 50.392 
Sltp/Mts/Sederajat 16.91 15.477 32.387 
Slta/Ma/Sederajat 13.708 11.348 25.056 
Diploma I  Ke Atas 10.505 13.342 23.848 
Tidak Bersekolah Lagi 178.45 183.001 361.451 
Kabupaten Gowa                                
2015 
280.863 280.891 561.755 
2014 276.014 291.283 567.298 
2013 265.205 281.461 546.666 
2012 260.000 276.506 521.758 
2011 256.577 265.181 521.758 
             Sumber : Angka  SUSENAS 2015 Kabupaten Gowa 2016 
Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian 
kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah (umur 10 tahun ke 
atas) tanpa terkecuali. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana 
maupun prasarana akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu 
pendidikan. Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin 
Dan Status Pendidikan Di Kabupaten Gowa jenis kelamin laki-laki pada 
tahun 2015 sebanyak 280.863 dan jenis kelamin perempuan sebanyak 
280.891 penduduk,melihat tabel diatas penduduk berumur 10 tahun 
keatas lebih banyak yang tidak pernah sekolah yang berjenis kelamin laki-
laki berjumlah 33.117 dan jenis kelamin perempuan mencapai 35.505 
hingga total diantara keduanya 68.622 penduduk. 
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4.1.6. Kesehatan 
 kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, 
dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, 
dan ekonomis, kesehatan juga merupakan hal yang terpenting dalam 
kehidupan. Berikut jumlah fasilitas kesehatan menurut jenisnya di 
Kabupaten Gowa pada tabel 11. 
Tabel 11. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Gowa, 2011-2015 
No Kecamatan 
Rumah Sakit Rumah Bersalin Puskesmas 
Jumlah 
Tempat 
Tidur 
Jumlah 
Tempat 
Tidur 
Induk Pembantu Polinik 
1 Bontonompo  - - - - 1 10 -  
2 Bontonompo Sel - - - - 1 8 -  
3 Bajeng  - - - - 2 10 -  
4 Bajeng Barat  - - 1 10 1 5 -  
5 Pallangga  - - - - 2 11 -  
6 Barombong - - 6 79 2 5 -  
7 Sombaopu 1 191 - - 2 3 -  
8 Bontomarannu - - - - 1 4 -  
9 Pattallassang - - - - 2 3 -  
10 Pparangloe - - - - 1 5 -  
11 Manuju - - - - 1 7 -  
12 Tinggimoncong - - - - 1 6 -  
13 Tombolo Pao - - - - 1 5 -  
14 Parigi - - - - 1 4 -  
15 Bungaya  - - - - 1 6 -  
16 Bontolempangan  - - - - 2 8 -  
17 Tompobulu - - - - 1 7 -  
18 Biringbulu - - - - 3 8 -  
  Kab.Gowa  2015 1 191 7 89 26 155 19 
  2014 2 185 7 89 25 115 15 
  2013 2 185 7 89 25 115 15 
  2012 2 185 7 89 25 121 20 
  2011 2 184 7 89 23 119 20 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 2016 
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 Jumlah rumah sakit di Kabupaten Gowa tahun 2015 berjumlah 1 
rumah sakit dengan fasilitas kesehatan tempat tidur sebanyak 191 buah, 
jumlah rumah bersalin pada tahun 2015 sebanyak 7 rumah bersalin 
dengan fasilitas tempat tidur berjumlah 89 tempat tidur dan jumlah 
puskesmas induk 26 puskesmas dengan jumlah pembantu sebanyak 155 
orang dan puskesmas polinik sebanyak 19 polinik. Berdasarkan data 
tersebut bahwa rumah sakit daerah Kabupaten Gowa yakni rumah sakit 
Syekh Yusuf (kallongtala‟) dan banyaknya jumlah puskesmas di 
Kabupaten Gowa yang dapat memberikan bantuan pertama pengobatan 
tercepat jika ada pasien yang sekarat yang lokasi tempat tingganya jauh 
dari rumah sakit. 
 
4.1.7. Visi Misi Kabupaten Gowa 
 a. Visi Pemerintah Kabupaten Gowa 
Mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Gowa yakni, 
 
” TERWUJUDNYA GOWA YANG HANDAL DALAM 
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT” 
Secara filosofis, visi tersebut di atas  mengandung makna 
bahwa Kabupaten Gowa dengan segala potensi dan 
keunggulannya bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah 
yang handal   dalam peningkatan kualitas  hidup  masyarakatnya.  
Kondisi  tersebut  akan  didukung  oleh upaya mewujudkan 
masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya, membangun 
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prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam mengelola 
sumberdaya yang dimiliki, menerapkan nilai-nilai modern dalam 
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. 
Konsistensi dalam proses menuju visi tersebut, merupakan 
tindakan yang secara terus- menerus harus dijaga. 
b. Misi Pemerintah Kabupaten Gowa 
Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan 
memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, 
dirumuskan misi pembangunan dan pembinaan sosial 
kemasyarakatan sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta 
keterampilan yang memadai 
2. Meningkatkan   interkoneksitas   wilayah   dan   
keterkaitan   sektor ekonomi; 
3. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat; 
4. Meningkatkan   penerapan   hukum   dan   penerapan   
prinsip   tata pemerintahan yang baik; 
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang 
mengacu   pada kelestarian lingkungan. 
 
4.2. Gambaran Umum Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan             
Transmigrasi di Kabupaten Gowa 
Mengingat pentingnya peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 
Transmigrasi di Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan masyarakat 
miskin, maka pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum mengenai 
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Dinas Sosial , Tenaga Kerja, dan Transmigras. Gambaran umum termuat 
dalam Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi 
pedoman dalam menyusun Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi setiap tahun. Dimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi memiliki suatu target prioritas yaitu mengurangi angka 
kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.  
 
4.2.1. Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di 
Kabupaten Gowa 
a. Visi 
Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial, 
tenaga kerja dan transmigrasi merumuskan Visi “Mewujudkan 
Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dan relegius”. Dari 
rumusan Visi tersebut, makna visi tersebut dapat dijabarkan menjadi 
sebagai berikut: 
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat ini mengacu kepada 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat untuk mengurangi angka 
penyandang masalah sosial, hal ini dilakukan dengan berbagai upaya baik 
berupa pembinaan maupun melakukan kerjasama dengan beberapa 
daerah termasuk pengembangan kawasan transmigrasi. .Dimana tujuan 
dari visi tersebut adalah mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Gowa 
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lebih sejahtera Tahun 2021. 
Terwujudnya  Tenaga Kerja  Profesional adalah suatu agenda 
besar untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para tenaga 
kerja agar mampu menuju kemandirian dan dapat mengurangi angka 
pengangguran. Yang dilakukan melalui berbagai program pendukung, 
seperti pelatihan, pemberian bantuan modal, dan lain sebagainya. 
b. Misi 
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi 
Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan 
baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan 
pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi Pemerintah, 
mengetahui peran dan program-programnyaserta hasil yang akan 
diperoleh dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurunkannya ke dalam 
beberapa misi, yaitu: 
1. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial  
2. Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi pemulihan 
penyandang masalah kesejahteraan sosial 
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan 
kewirausahaan 
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan sosial 
tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan 
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5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai, syiar, 
dan budaya keagamaan 
6. Meningkatkan Penyelenggaran Transmigrasi 
7. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran. 
 
c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah 
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka 
menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengembangkan Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial 
2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
3. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Ketrampilan 
4. Meningkatkan Kesempatan Kerja 
5. Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 
6. Meningkatkan Pembinaan Mobilitas Penduduk melalui Transmigrasi. 
7. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran. 
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
9. Pembinaan dan Pengembangan Karier Aparatur. 
77 
 
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 
Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan 
fungsi Dinsosnakertrans serta profil pelayanan yang terkait dengan 
indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinsosnakertrans 
menetapkan sasaran sebagai berikut : 
1. Terwujudnya Pengembangkan Bantuan Sosial dan Perlindungan 
Sosial 
2. Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
3. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja  
5. Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan. 
6. Meningkatnya Pembinaan Mobilitas Penduduk Melalui Transmigrasi 
7. Meningkatnya Pelayana Publik dan Administrasi Perkantoran. 
8. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. 
9. Terbinanya dan Berkembang Karier Aparatur. 
 
d. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 
Transmigrasi 
   Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 
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selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi 
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana  Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi menciptakan nilai tambah (value added) bagi 
stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. 
 Sedangkan Strategi untuk mencapai tuijuan yang di maksud pada 
pembahasan sebelumnya adalah antara lain : 
(1). Pemberdayaan, kemitraan dan partisipasi social yang bertujuan untuk 
meningkatkan potensi dan penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) sehingga dapat diberdayakan dalampeningkatan taraf 
hidupnya dan berpartisipasi dalampeningkatan pembangunan. 
(2). Penanganan pencari kerja dengan mengadakan pelatihan dan 
penempatan secara bertahap dalam mewujudkan perluasan lapangan 
kerja 
(3). Penanganan hubungan industry yang harmonis antara pengusaha 
dan pekerja serta perlindungan tenaga kerja melalui keselamatan dan 
kesehatan kerja. 
(4). Penanganan pemukiman kembali serta pembinaan sosial budaya 
masyarakat transmigrasi serta partisipasi kemandirian. 
Kebijakan :   
(1). Peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial, baik yang 
dilaksanakan pmerintah maupun swasta  
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(2). Perluasan jangkauan pelayanan social yang lebih adail dimana setiap 
PMKS berhak memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya 
(3). Penanganan angkatan kerja penganggur dan setengah penganggur 
melalui Padat Karya Produktif, Teknologi Padat Karya, Tenaga Kerja 
Pemuda Mandiri Professional Ddan Gerilyawan Hutan  
(4). Penanganan/pembinaan pengusaha dan pekerja melalui tata cara 
pembuatan PK, PP, dan PKB serta Program Jamsostek Juga Tata 
Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri 
(5). Penanganan warga transmigrasi dengan mengusulkan tambahan 
lokasi, perbaikan jalan dan jembatan, bantuan obat-obatan serta 
bantuan tanaman bibit pekarangan  
(6). Penyempurnaan secara berkesinambungan manajemen pelayanan 
dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan serta koordinasi dengan instansi lain. 
 
4.2.2. Struktur Organisasai dan Pembagian Tugas 
a. Kepala Dinas 
1. Dinas Sosial Kabupaten Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan merumuskan konsep 
sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, 
mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan urusan pemerintahan 
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daerah di bidang sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas 
pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi 
sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan 
mental spiritual; 
b. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan dinas; 
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; 
3. Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi 
sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan 
mental spiritual yang mengacu pada renstra dinas sosial; 
b. Merumuskan program dan kegiatan dinas sosial berdasarkan 
kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
bawahan; 
c. Mengkoordinasikan para kepala bidang di lingkungan dinas sosial 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik serta 
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mengkoordinasikan kegiatan dinas baik teknis maupun administrasi 
dengan instansi terkait; 
d. Membina sikap mental dan sosial pegawai di lingkungan dinas 
sosial untuk mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan 
tugas secara berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan 
berwibawa;  
e. Mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;  
f. Menyelia bawahan dalam penyelenggaraan kebijakan program dan 
kegiatan; 
g. Memecahkan masalah di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, 
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan mental 
spiritual bersama dengan kepala bidang dalam lingkup dinas sosial; 
h. Mengevaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan dan 
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan 
pembinaan mental spiritual; 
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas sosial dan memberikan 
saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; 
j. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian serta 
penatausahaan keuangan dan perencanaan; 
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k. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pelayanan dan 
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan 
pembinaan mental spiritual; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
b. Sekretariat 
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang mempunyai 
tugas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan anggaran, 
perlengkapan, kebutuhan pegawai,  mengelola anggaran, memantau,  
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 
berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku supaya 
tercipta kelancaran tugas. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gowa mempunyai fungsi : 
a.Penyusunan kebijakan teknis administratif perencanaan dan 
pelaporan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan 
pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan; 
b.Penyusunan kebijakan teknis administratif perencanaan dan 
pelaporan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan 
pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian. 
3. Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana 
dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 
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b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam 
pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, 
perencanaan dan pelaporan, dan pembinaan kepegawaian; 
c. Menyelia pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, keuangan, 
umum dan kepegawaian; 
d. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier serta pengevaluasian 
pelaksanaan tugas bawahannya; 
e. Mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, 
perencanaan dan pelaporan, serta pembinaan kepegawaian; 
f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan 
kepegawaian; 
g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
kepada atasan; 
h. Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga 
dinas; 
i. Melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak 
bergerak milik dinas; 
j. Melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban lingkungan kerja dinas; 
k. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan 
dokumen arsip dinas; 
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l. Melaksanakan  pengaturan pengelolaan keuangan dinas; 
m. Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan 
dan pengembangan pegawai; 
n. Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian 
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
1. Dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan 
melaksanakan administrasi urusan ketatausahaan meliputi 
pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, 
protocol, perjalanan dinas, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian 
dan tugas umum lainnya pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku 
supaya tercipta kelancaran tugas; 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian umum dan 
kepegawaian; 
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bagian umum dan 
kepegawaian; 
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c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bagian 
umum dan kepegawaian. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian; 
b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 
c. Menyelia pelaksanaan bawahan agar tugas berjalan lancar; 
d. Memeriksa hasil  pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan 
standar yang ditetapkan; 
e. Mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar 
dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran 
kepada atasan; 
g. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, 
keprotokoleran dan ketatalaksanaan;  
h. Melaksanakan dan mengelola urusan perpustakaan, kearsipan dan 
surat menyurat; 
i. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan dan perjalanan 
dinas; 
j. Melaksanakan dan mengelola urusan kepegawaian meliputi 
pengembangan SDM, kepangkatan, database kepegawaian dan 
kebutuhan pegawai; 
k. Melaksanakan dan mengelola urusan umum lainnya; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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 d.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
1. Dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, 
mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian perencanaan dan 
pelaporan. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai 
fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian 
perencanaan dan pelaporan; 
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bagian 
perencanaan dan pelaporan; 
c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bagian 
perencanaan dan pelaporan. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan operasional 
program kerja sub bagian perencanaan dan pelaporan; 
b. Membagi tugas, menyelia dan memberikan petunjuk kepada 
bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 
c. Memeriksa dan mengevaluasi hasil  pelaksanaan tugas bawahan 
agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 
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d. Menyusun rencana perjalanan dinas, rencana kebutuhan sarana 
dan prasarana dinas, rencana pemeliharaan sarana dan prasarana 
dinas; 
e. Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data laporan hasil 
kegiatan serta informasi dinas untuk penyusunan bahan Rencana 
Strategis (RENSTRA) Dinas, penyusunan bahan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, 
penyusunan bahan RAK/DAK Dinas,  serta menginventarisasi 
permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; 
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
e.  Sub Bagian Keuangan 
1. Dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, 
mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bagian keuangan. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian 
keuangan; 
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bagian 
keuangan; 
c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bagian 
keuangan. 
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3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan operasional 
program kerja sub bagian keuangan; 
b. Membagi tugas, menyelia dan memberikan petunjuk kepada 
bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 
c. Memeriksa dan mengevaluasi hasil  pelaksanaan tugas bawahan 
agar dapat mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 
d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 
e. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang dimutasi; 
f. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku 
kas umum; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas, melaksanakan 
pengedalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; 
h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP 
gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja 
perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan 
sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati); 
i. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas 
kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan 
pengguna anggaran; 
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j. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan 
menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas 
penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan 
laporan bulanan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
 f. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial 
1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh kepala bidang, 
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugasnya. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepala bidang mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
pelayanan dan rehabilitasi sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural 
dalam lingkup bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; 
c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi 
dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pelayanan dan 
rehabilitasi sosial 
3. Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Mengkoordinir perencanaan dan penyusunan program dan 
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
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b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya; 
c. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier serta pengevaluasian 
pelaksanaan tugas bawahannya; 
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
e. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
f. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan usaha 
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi kesejahteraan anak, lanjut 
usia, penyandang disabilitas, dan kesejahteraan tuna sosial; 
g. Menyelenggarakan koordinasi fungsional lembaga kesejahteraan 
sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA); 
h. Menyelenggarakan upaya pencegahan melalui sosialisasi, 
penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan 
rehabilitasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan 
pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; 
i. Menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya 
peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial; 
j. Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang pelayanan dan 
rehabilitasi sosial sebagai bahan penyusunan LAKIP Dinas; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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g. Seksi Kesejehteraan Sosial Anak 
1. Dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan 
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi 
kesejahteraan sosial anak. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial 
anak; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi kesejahteraan 
sosial anak; 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi kesejahteraan sosial anak. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi 
kesejahteraan sosial anak; 
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf 
berdasarkan ; 
c. Menilai prestasi kerja para staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi 
mengenai anak yang meliputi balita terlantar, anak jalanan, anak 
terlantar dan anak berhadapan dengan hukum; 
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e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
sekaligus sebagai  bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai 
tugasnya;; 
f. Melaksanakan pembinaan keluarga dan anak yang meliputi balita 
terlantar, anak jalanan, anak terlantar dan anak berhadapan 
dengan hukum;  
g. Memfasilitasi keluarga dan anak meliputi balita terlantar, anak 
jalanan, anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum demi 
terciptanya kesejahteraan sosial anak; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam 
penanganan masalah anak; 
i. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan masalah 
keluarga dan anak; 
j. Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi anak; 
k. Melaksanakan proses administrasi pengangkatan anak; 
l. Melaksanakan program dan kegiatan nasional untuk peningkatan 
kesejahteraan sosial anak; 
m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
n. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
h. Seksi Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial 
1.Dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan 
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
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memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi kesejahteraan 
sosial tuna sosial. 
4. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial 
tuna sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi kesejahteraan 
sosial tuna sosial; 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi kesejahteraan sosial tuna 
sosial. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi 
kesejahteraan sosial tuna sosial; 
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 
c. Menilai prestasi kerja para staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi 
mengenai tuna sosial meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, 
eks kusta, orang dengan HIV/AIDS, eks napi, wanita tuna sosial, 
waria; 
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e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
sekaligus sebagai  bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai 
tugasnya; 
f. Melaksanakan pembinaan bagi tuna sosial;  
g. Memfasilitasi tuna sosial agar tercipta kesejahteraan sosial bagi 
tuna sosial dan tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam 
penanganan masalah tuna sosial; 
i. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka penangan masalah tuna 
sosial; 
j. Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi tuna sosial produktif; 
k. Melaksanakan program dan kegiatan nasional untuk peningkatan 
kesejahteraan sosial tuna sosial; 
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
m. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
i. Bidang pemberdayaan sosial 
1. Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, 
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugasnya. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kepala bidang mempunyai fungsi : 
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a. Penyusunan dan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
pemberdayaan sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural 
dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial; 
c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non struktural dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial 
3. Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Mengkoordinir perencanaan dan penyusunan program dan 
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya; 
c. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan karier serta pengevaluasian pelaksanaan 
tugas bawahannya; 
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
e. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
f. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
dalam rangka pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir 
miskin, pembinaan lembaga sosial dan pemberdayaan janda-janda 
pahlawan;  
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g. Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan 
sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) serta 
lembaga sosial kemasyarakatan lainnya ; 
h. Menyelenggarakan upaya penanganan melalui sosialisasi, 
penataran, pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan 
perberdayaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 
i. Menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya 
peningkatan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir 
miskin, lembaga kesejahteraan sosial dan pemberdayaan janda-
janda pahlawan; 
j. Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang pemberdayaan sosial 
sebagai bahan penyusunan LAKIP Dinas; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
j. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin 
1. Dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan 
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi 
pemberdayaan fakir. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan fakir 
miskin; 
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b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pemberdayaan 
fakir miskin; 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan fakir miskin. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi 
pemberdayaan fakir miskin; 
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 
c. Menilai prestasi kerja para staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi 
mengenai fakir miskin; 
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
sekaligus sebagai  bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai 
tugasnya;; 
f. Melaksanakan pembinaan bagi fakir miskin agar dapat mandiri dan 
tidak bergantung pada pemberian bantuan;  
g. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam 
penanganan masalah kemiskinan; 
h. Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin; 
i. Mengkoordinir pelaksanaan penyaluran bantuan dan jaminan sosial 
bagi fakir miskin; 
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j. Melaksanakan program dan kegiatan nasional untuk peningkatan 
kesejahteraan fakir miskin; 
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
l. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
 k.Seksi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial 
1. Dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan 
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi perizinan 
dan pembinaan lembaga sosial. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan seksi perizinan dan 
pembinaan lembaga sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi perizinan dan 
pembinaan lembaga sosial; 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi perizinan dan pembinaan 
lembaga sosial. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi perizinan 
dan pembinaan lembaga sosial; 
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 
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c. Menilai prestasi kerja para staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi 
mengenai lembaga sosial kemasyarakatan meliputi karang taruna, 
lembaga kesejahteraan sosial (LKS), lembaga kesejahteraan sosial 
anak (LKSA), taruna tanggap siaga bencana (TAGANA), tenaga 
kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat 
(PSM), WKBSM, LK3, keluarga pioner;  
e. Membuat rekomendasi dan ijin terdaftar bagi lembaga sosial 
kemasyarakatan; 
f. Memfasilitasi kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan yang telah 
terdaftar; 
g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
sekaligus sebagai  bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai 
tugasnya;; 
h. Melaksanakan pembinaan bagi penyelenggara lembaga sosial 
kemasyarakatan agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada 
pemberian bantuan;  
i. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam 
penyelenggaraan lembaga sosial kemasyarakatan; 
j. Melaksanakan pelatihan tata kelola lembaga bagi penyelenggara 
lembaga sosial kemasyarakatan; 
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k. Melaksanakan program dan kegiatan nasional untuk peningkatan 
lembaga sosial kemasyarakatan; 
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
m. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
l. Bidang perlindungan sosial 
1. Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai 
tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugasnya. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kepala bidang mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
perlindungan sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural 
dalam lingkup bidang perlindungan sosial; 
c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non struktural dalam lingkup bidang perlindungan sosial. 
3. Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Mengkoordinir perencanaan dan penyusunan program dan 
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
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b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya; 
c. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan karier serta pengevaluasian pelaksanaan 
tugas bawahannya; 
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
e. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
f. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pelayanan 
dalam upaya mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat 
khususnya korban tindak kekerasan dan orang terlantar; 
g. Menyelenggarakan koordinasi dengan stakeholder dalam upaya 
penanganan korban tindak kekerasan dan orang terlantar; 
h. Menyelenggarakan upaya pencegahan tindak kekerasan dan 
penyakit masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan operasi 
pekat; 
i. Menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya 
peningkatan perlindungan sosial; 
j. Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang perlindungan sosial 
sebagai bahan penyusunan LAKIP Dinas; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
m.Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial 
1. Dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan 
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
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memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi advokasi dan 
perlindungan sosial. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan seksi advokasi dan 
perlindungan sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi advokasi dan 
perlindungan sosial; 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi advokasi dan perlindungan 
sosial. 
3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi advokasi dan 
perlindungan sosial; 
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 
c. Menilai prestasi kerja para staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
d. Mengumpulkan dan menelaahperaturan perundang-undangan, 
petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan pedoman/ketentuan lain 
berkaitan dengan advokasi dan perlindungan sosial; 
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
sekaligus sebagai  bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai 
tugasnya; 
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f. Melaksanakan bimbingan teknis untuk peningkatan upaya-upaya 
konseling dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan korban 
tindak kekerasan dan orang terlantar; 
g. Melaksanakan penanggulangan korban bencana pada tahap 
darurat skala kabupaten; 
h. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait dalam 
penanganan masalah perlindungan sosial; 
i. Melaksanakan program dan kegiatan nasional untuk peningkatan 
upaya perlindungan sosial; 
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
k. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
n.Seksi Jaminan Sosial 
1. Dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas merencanakan 
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek, dan membuat laporan tugas seksi jaminan 
sosial. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan seksi jaminan sosial; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi jaminan sosial; 
c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi jaminan sosial. 
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3. Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi jaminan 
sosial; 
b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 
c. Menilai prestasi kerja para staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi 
untuk penyaluran bantuan sebagai jaminan sosial pemerintah bagi 
masyarakat; 
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan 
sosial;  
f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 
sekaligus sebagai  bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai 
tugasnya; 
g. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder yang 
terkait dalam penyaluran jaminan sosial ke masyarakat; 
h. Melaksanakan program dan kegiatan nasional untuk peningkatan 
jaminan sosial bagi masyarakat; 
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
j. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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4.3.  Peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gowa  
Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin, Bupati 
Gowa mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor 241/111/2016 tentang 
pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Gowa tahun 2016 memutuskan dan menetapkan bahwa: 
a. Pengendalian, pemantauan, supervise dan tindak lanjut 
dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan 
pembangunan daerah, 
b. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kelompok 
program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang 
meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan 
kendala yang dihadapi, 
c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program 
pelaksanaan program ddan/atau kegiatan program 
penanggulangan kemiskinan secara periodik, 
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan program penanggulangan kemiskinan, 
e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat tentang 
penanggulangan kemiskinan, 
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f. Melaporkan pelaksanaan dan pencapaian program 
penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Gowa dan tim 
koordinasi penanggulngan kemiskinan. 
Peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan 
program Nasional. Pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilihat melalui 
program-program yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Dinas Sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dinas 
Sosial Kabupaten Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai 
tugas memimpin dan melaksanakan merumuskan konsep sasaran, 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, 
mengevaluasi serta melaporkan urusan pemerintahan daerah di bidang 
sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa 
mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi 
sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembinaan 
mental spiritual; 
b. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum; 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan dinas; 
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d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; 
Pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa dalam seksi 
pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat miskin dilakukan dengan 
tahap perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan.sesuai yang di 
katakan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Bapak 
H. Syamsuddin B, S.Sos, M.si, MH mengatakan bahwa : 
“Di Dinas Sosial untuk pemberdayaan fakir miskin atau masyarakat 
miskin dilakukan beberapa tahap. Tahap tersebut meliputi, tahap 
perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan. Pada tahap 
perencanaan, kita lihat Visi Misi Bupati Gowa dan dikaitkan dengan 
RPJMD terus dikaitkan dengan perencanaan di masing masing 
dinas, setelah itu dilakukan pendataan masyarakat miskin yang 
mana layak mendapatkan bantuan dan yang tidak layak 
mendapatkan bantuan, selanjutnya tahap terakhir pemberian 
bantuan, setelah dilakukan perencanaan dan pendataan kita 
memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.”( Wawancara 
pada tanggal 21 Februari 2017) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di lihat bahwa dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan dengan beberapa tahap, 
yakni perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan serta di dukung 
dalam surat keputusan Bupati Gowa nomor 241/111/2016 tentang 
pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Gowa tahun 2016 dan Perbup No 9 Tahun 2012 Tentang Tupoksi Dinas 
Sosial.  
 Berikut dipaparkan lebih jelas tentang tahap-tahap yang dilakukan 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gowa dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin. 
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4.3.1. Perencanaan 
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin 
dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan 
yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat 
bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup 
waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai 
kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu 
tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang 
ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-
tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses 
perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta 
mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan 
(kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik 
serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya. 
Proses pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan 
perencanaan yang matang. Sebab hal ini dapat menetukan kelancaran 
setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Di Kabupaten Gowa, 
perencanaan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial 
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang rincian 
tugas Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin, meliputi : 
a. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
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b. Melaksanakan perencanaan, pendataan dan seleksi terhadap 
keluarga fakir miskin; 
c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian 
pelaksanaan pemberdayaan keluarga fakir miskin; 
d. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan keluarga fakir miskin. 
 Dalam tahap perencanaan, hal utama untuk melaksanakan 
kebijakan pemerintah harus mengacu pada Visi Misi Bupati terpilih. Hal 
tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Bapak Yaser 
Azhari, S.Kel, MM mengatakan bahwa : 
“Dalam perencanaan, yang pertama kita lihat Visi Misi Bupati Gowa 
dan dikaitkan dengan RPJMD terus dikaitkan dengan perencanaan 
di masing masing dinas, adapun target Dinas Sosial Kabupaten 
Gowa yang dikaitkan dengan RPJMD yaitu pengurangan angka 
kemiskinan.” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2017). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pemberdayaan 
masyarakat miskin menjadi salah satu program prioritas pemerintah 
daerah Kabupaten Gowa. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh 
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dimulai dengan proses 
perencanaan. Dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
miskin di Kabupaten Gowa, Dinas Sosial melakukan penyusunan program 
dan kegiatan terkait pengentasan masyarakat miskin. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara dengan Bapak Taufik Mursad, bahwa. 
“Bentuk perencanaannya adalah bagaimana seluruh SKPD baik di 
Kabupaten/Kecamatan di dalam menyusun sebuah program atau 
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Usulan Dinas Terkait 
kegiatan harus berorientasi pada program pengentasan 
kemiskinan. Program yang dibuat harus betul betul menyentuh 
kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin. Kemudian 
mengevaluasi perencanaan dari sudut bahwa apakah program 
yang diusulkan atau direncanakan sepenuhnya untuk kepentingan 
masyarakat khususnya masyarakat miskin.” (Wawancara pada 
tanggal 23 Februari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka dapat 
disimpulkan tahapan perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin 
sebagai berikut, gambar 3 : 
Gambar 3. Skema tahap perencanaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Tahapan perencanaan diatas telah diatur secara matang oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Perencanaan sangat penting 
dilakukan karena merupakan tahap awal untuk memilih sasaran dan 
menetapkan cara mencapai tujuan. Untuk menjalankan kebijakan 
pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, SKPD 
terkait hingga Kecamatan harus bekerjasama. Dalam tahap perencanaan, 
Visi Misi Bupati Terpilih  
Penyusunan  
Program 
RPJMD 
Pemberian Bantuan  
 Beras Miskin 
 Program Keluarga Harapan 
 Rumah Tidak Layak Huni 
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pemerintah daerah melakukan penyusunan program pemberdayaan 
masyarakat miskin yakni pemberian bantuan, bantuan tersebut berupa 
bantuan beras miskin, bantuan program keluarga harapan dan bantuan 
rumah tidak layak huni. Program yang akan dilakukan kedepannya harus 
tepat sasaran dalam membantu dan mementingkan kepentingan 
masyarakat miskin.  
4.3.2. Pendataan  
  Pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data. Yaitu 
mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan 
data sesuai yang diharapkan. Sedangkan hasil dari pendataan 
adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data yang baik harus 
obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dipergunakan dalam 
pengambilan keputusan sehingga kevalidan data akan meningkatkan 
ketepatan sasaran dan akurat. 
Pentingnya proses pendataan masyarakat miskin, lebih lanjut diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin. Dalam hal Pendataan Fakir Miskin (Pasal 8) telah diatur 
mekanisme pendataan secara nasional sebagai berikut: 
(1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk 
melaksanakan penanganan fakir miskin. 
(2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. 
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(3) Kriteria sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar  
bagi  lembaga  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. 
(4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan 
yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 
(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 
(6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik 
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang 
menjadi fakir miskin. 
(7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang 
ada di kecamatan, kelurahan atau desa. 
(8) Hasil  verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(7)  dilaporkan  kepada bupati/walikota. 
(9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk 
diteruskan kepada Menteri. 
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Secara ringkas tahapan pendataan masyarakat miskin disajikan 
dalam skema berikut, gambar 4 : 
Gambar 4. Skema tahapan pendataan masyarakat miskin. 
 
 
 
 
 
 Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, setelah perencanaan 
maka dilakukan pendataan masyarakat. Pendataan dilakukan langsung 
dari Kemensos dan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Gowa, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendata 
masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan 
tergolong masyarakat miskin. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh 
kepala seksi fakir miskin Bapak Yaser Azhari, S.Kel, MM, bahwa :  
“Dalam pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh Kemensos 
kemudian turun ke Kabupaten dan tetap dilakukan ferivikasi dan 
validasi yang dilakukan oleh dinas setempat di Kabupaten dalam 
hal ini Dinas Sosial. (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2017). 
 
Sebelum melakukan pendataan masyarakat yang layak 
mendapatkan bantuan dan yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan 
Menetapkan Kriteria Koordinasi Kementrian dan Lembaga Terkait  
BPS Mendata Verifikasi dan Validasi Bupati/Walikota 
Gubernur Menteri 
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terlebih dahulu harus mengetahui penggolongan masyarakat miskin dan 
ciri-ciri masyarakat miskin itu sendiri, adapun penggolongan menurut 
United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD), 
bahwa, 
1. Kebutuhan  fisik  primer  yang  terdiri  dari  kebutuhan  gizi,  
perumahan  dan kesehatan. 
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, aktu luang 
(leisure), dan rekreasi ketenangan hidup. 
3.  Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang 
lebih tinggi. Kebutuhan  dasar  tidak  hanya  meliputi  kebutuhan  
keluarga,  tetapi  juga meliputi  kebutuhan  fasilitas  lingkungan  
kehidupan  manusia,  seperti  yang dikemukakan oleh 
International Labor Organization (ILO) kebutuhan  dasar  
meliputi  2  unsur : 
 Pertama,  kebutuhan  yang  meliputi tuntutan minimum tertentu 
suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup,  
tempat  tinggal,  pakaian,  peralatan  dan  perlengkapan  rumah  
tangga  yang dilaksanakan.  Kedua,  kebutuhan  meliputi  
pelayanan  sosial  yang  diberikan  oleh dan  untuk  masyarakat  
seperti  air  minum  yang  bersih,  pendidikan  dan  kultural. 
  Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen 
Sosial, 2002:4 mengatakan bahwa : 
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“Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah 
garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan 
non makanan, yang di sebut garis kemiskinan (poverty line) atau 
batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah 
sejumlah rupiah yang di perlukan untuk setiap individu untuk dapat 
membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang 
per hari dan  kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, 
pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta barang dan 
aneka jasa lainnya”. 25 
 
  Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat ciri-ciri atau indikator 
masyarakat miskin, sehingga sangat membantu dalam melakukan seleksi 
masyarakat miskin dan mengetahui masyarakat yang pantas di 
kategorikan miskin dan mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. 
Dalam proses pendataan, hal yang harus diketahui adalah ciri-ciri 
masyarakat miskin tersebut. Sejalan dengan uraian tersebut, berdasarkan 
hasil wawancara bersama Kepala Dinas Sosial, Bapak H. Syamsuddin B, 
S.Sos, M.si, MH mengatakan bahwa : 
“Indikator dikatakan masyarakat miskin di lihat dari pendapatan 
yang rendah, rumahnya yang tidak layak huni atau bisa saja rumah 
sudah layak tapi tidak ada dalam keluarga yang memiliki pekerjaan 
misalnya kepala Rumah Tangganya sudah meninggal sehingga 
tidak ada pendapatannya jadi tergolong miskin itu secara 
umum.lebih khususnya lagi dilihat dari rumahnya yang berlantai 
tanah, dan beratap gubuk”. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 
2017). 
 
Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa pentingnya untuk 
mengetahui ciri-ciri dari masyarakat miskin. Selain itu, Permensos RI 
Nomor 08 tahun 2012, yang dimaksud dengan PMKS adalah 
                                                             
25
Ibid. Hal 134. 
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Perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang karena 
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik 
jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Secara ringkas 
dapat jelaskan bahwa PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok 
yang mengalami masalah sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi, contoh 
suatu keluarga fakir miskin, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-
hari  susah, masalah sandang, tempat tinggal yang tidak layak, kehidupan 
masyarakat tersisihkan, biaya kesehatan dan biaya sekolah anak tidak 
terpenuhi. Hasil pendataan masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, dapat 
diketahui berdasarkan kecamatan yang disajikan dalam tabel 12 sebagai 
berikut : 
Tabel 12. Jumlah Masyarakat Miskin Menurut Kecamatan 
Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016 
No Nama Kecamatan 2014 2015 2016 
1 Bontonompo  25.114 22.405 21.202 
2 Bontonompo Selatan 24.315 22.765 19.473 
3 Bajeng 31.234 30.443 28.691 
4 Bajeng Barat 14.098 13.065 13.542 
5 Pallangga 38.432 38.212 37.672 
6 Barombong 19.334 18.114 18.833 
7 Somba Opu 28.445 26.087 25.823 
8 Bontomarannu 16.346 15.789 13.360 
9 Pattalassang 13.997 12.887 11.828 
10 Parangloe 10.086 10.023 9.757 
11 Manuju 10.443  9.342 8.574 
12 Tinggimoncong   7.432  7.365 6.881 
13 Tombolopao 14.332 13.324 13.476 
14 Parigi 4.218   3.234 3.273 
15 Bungaya 9.426    9.444 8.156 
16 Bontolempangan 8.123     7.098 6.620 
17 Tompobulu 15,765 15.232 14.076 
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18 Biringbulu 12.467 13.124 13.220 
Total 503.607 287.953 274.457 
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 2016 
 
Berdasarkan tabel diatas, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten 
Gowa tahun 2014 sebanyak 503.607 jiwa penduduk, tahun 2015 
sebanyak 287,953, sedangkan 2016 sebanyak 274.457 jiwa penduduk. 
Jumlah masyarakat miskin terbanyak diantara semua Kecamatan di 
Kabupaten Gowa tahun 2016 terdapat di Kecamatan Pallangga sebesar 
37.672 jiwa penduduk. Sementara jumlah masyarakat miskin yang paling 
rendah atau sedikit diantara semua Kecamatan di Kabupaten Gowa 
terletak di Kecamatan Parigi yang berjumlah 3.273 jiwa penduduk. Data 
jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gowa dari badan pusat statistik 
Kabupaten Gowa dapat dilihat bahwa kemiskinan di kabupaten Gowa 
mengalami penurunan. Namun, berdasarkan hasil penelitian secara 
kuantitatif terjadi penurunan tetapi secara kualitatif orang-orang yang 
miskin tetap berkutat dengan kemiskinannya. Hal ini dapat di lihat bahwa 
masih banyak masyarakat yang seharusnya meninggalkan kemiskinannya 
masih tetap miskin serta data masyarakat miskin tidak berubah dari dulu 
sampai sekarang. Realitas ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif bisa 
saja berkurang tetapi secara kualitatif tidak mengalami perubahan 
mendasar. Berdasarkan pemantauan penulis ada kecenderungan di 
masyarakat, ketidaksesuain antara program kemiskinan dengan orang 
yang dilayani dalam hal ini ada pemberian bantuan kepada masyarakat 
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miskin yang tidak tepat sasaran (orang yang mampu justru dapat bantuan 
sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh bantuan pemerintah). 
4.3.3. Pemberian Bantuan 
Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin 
adalah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat 
miskin untuk sandang, pangan, papan yakni bantuan RASKIN (beras 
miskin), PKH (program keluarga harapan), dan RTLH (rumah tidak layak 
huni). Berikut gambar pemberian bantuan masyarakat miskin, gambar 5 : 
Gambar 5. Skema pemberian bantuan masyarakat miskin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemerintah Pusat 
Pemerintah Daerah 
Bantuan 
Beras Miskin  Program Keluarga Harapan  Rumah Tidak Layak Huni 
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a. Bantuan Raskin (Beras Miskin) 
Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang 
diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya 
dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan 
perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program 
Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat 
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat 
administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran 
Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan 
pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi 
energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan atau 
membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada 
keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Rumah 
tangga miskin melalui pendistribusian program beras untuk rumah tangga 
miskin setara 15 kg/rumah tangga selama 12 bulan dengan harga 
Rp.1.600,- /kg. 
Berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah Tahun 2016 pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan 
bahwa pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 
rendah tahun 2016 selanjutnya disebut pedoman umum, merupakan 
pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait 
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dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras 
bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini sesuai yang di 
ungkapkan oleh Ibu Dra. Hj. Radiah Makmur, MM selaku Kepala 
Subbagian Ekonomi bahwa, 
“Bantuan Raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah 
merupakan program dari pusat (Kemensos) dan dana anggaran 
yang digunakan dari APBN karena program pusat, kita disini hanya 
membantu menyalurkan dari program pemerintah.”(Wawancara 
pada tanggal 28 Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemberian Bantuan Raskin di 
Kabupaten Gowa telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Hal ini merupakan 
amanat dari program nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. 
Pemberian bantuan Raskin menggunakan dari APBN. Selanjutnya, dalam 
Bab II Pedoman Umum Pasal 2 diatur pelaksana Pengelolaan Dan 
Pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah yakni:  
a. tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 
pusat;  
b. tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 
provinsi;  
c. tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 
kabupaten/kota;  
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d. tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 
kecamatan;  
e. pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 
rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat. 
Sejalan dengan bunyi pasal 2 bagian (e) mengenai pelaksana 
distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di 
desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat diatas, Kepala Subbagian 
Ekonomi Ibu Dra. Hj. Radiah Makmur, MM.,juga mengatakan bahwa, 
    “Dalam proses penyalurannya pertama dari Bulog (Badan Urusan 
Logisltik) ke Kabupaten, Kabupaten ke Kecamatan, Kecamatan ke 
Desa dan Desa ke penerima raskin. Kita bekerja sama dengan 
pemerintah pusat dalam penyaluran raskin. Masing-masing di 
Kecamatan berkoordinasi ke Desa, bahkan kepala Desa langsung 
turun tangan mengambil raskin untuk di bagikan, jadi tidak memiliki 
pendamping.”(Wawancara pada tanggal 28 Februari 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, telah ditentukan pelaksana-
pelaksana pengelolaan penyaluran Raskin. Untuk sasaran program 
subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 adalah 
berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS (rumah tangga 
sasaran) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran 
beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RT/Bulan.  
Di Kabupaten Gowa diberikan alokasi raskin sebanyak 6.518.160 
kg/tahun dari pusat dan untuk pelaksanaan program Raskin tersebut, 
maka perlu ditetapkan Pagu Alokasi Beras untuk rumah tangga miskin per 
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Kecamatan se Kabupaten Gowa. Keputusan Bupati Nomor 12/1/2016 
tentang pagu alokasi beras untuk rumah tangga miskin per Kecamatan se 
Kabupaten Gowa tahun 2016 menetapkan : 
Kesatu  : Pagu alokasi beras untuk rumah tangga miskin per Kecamatan 
se Kabupaten Gowa tahun 2016 
Kedua  : Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin sebagaimana 
dimaksud pada keputusan kesatu berlaku mulai Januari 2016 
sampai dengan Bulan Desember 2016 
Ketiga   : Pelaksanaan program Raskin tersebut dilaporkan secara berkala 
kepada Bupati Gowa 
Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan 
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, 
akan diadakan sebagaimana mestinya. 
Pagu  subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan  rendah  
nasional tahun  2016 merupakan  besaran  jumlah rumah tangga sasaran 
yang menerima  subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 
pada tahun  2016 atau  jumlah  beras  yang dialokasikan untuk rumah 
tangga sejahtera, subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan  rendah 
secara  nasional  pada tahun 2016. Pagu subsidi beras bagi masyarakat 
berpendapatan rendah nasional merupakan hasil kesepakatan 
pembahasan antara  pemerintah dan DPR yang  dituangkan dalam 
undang-undang anggaran  pendapatan dan  belanja negara (APBN) 
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Tahun Anggaran 2016. Dalam pagu tersebut diatur pemberian raskin 
untuk rumah tangga miskin untuk per Kabupaten dan perKecamatan. 
Berikut secara lengkap disajikan jumlah penerima Raskin per Kecamatan 
di Kabupaten Gowa 2016 dalam tabel 13. 
Table 13. jumlah penerima raskin per kecamatan di Kabupaten Gowa 
2016 menurut sektor Ekonomi 
No Kecamatan 2012 2013-2016 
1 Bontonompo  3,459 3,303 
2 Bontonompo Selatan 2,742 2,617 
3 Bajeng  4,053 3,867 
4 Bajeng Barat 1,851 1,766 
5 Pallangga  4,784 4,562 
6 Barombong  2,399 2,282 
7 Somba Opu 2,931 2,797 
8 Bontomarannu 1,504 1,434 
9 Pattallassang  1,106 1,055 
10 Parangloe  1,190 1,135 
11 Manuju  1,262 1,204 
12 Tinggimoncong     910    868 
13 Tombolo Pao 2,189 2,086 
14 Parigi      639    609 
15 Bungaya  1,194 1,140 
16 Bontolempangan  1,518 1,448 
17 Tompobulu  2,513 2,396 
18 Biringbulu  1,723 1,643 
Jumlah 37,967 36,212 
         Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kera, dan Transmigrasi Kabupaten  Gowa 2016 
 
           Bantuan raskin di Kabupaten Gowa mencakup di 18 Kecamatan 
berjumlah 6,518,160/tahun ton beras yang diberikan dari provinsi, jumlah 
penerima beras miskin pada tahun 2012 sebesar 37,967 penerima dan 
jumlah di tahun 2013-2016 mencapai 36,212 rumah tangga. Raskin 
bertujuan untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan 
nutrisi karbohidrat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh ibu Ramlah dari 
hasil wawancara, bahwa, 
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“Bantuan raskin dari pemerintah sangat membantu kebutuhan 
sehari-hari keluarga saya, saya senang dengan adanya bantuan 
pemerintah karena mendapatkan harga beras yang jauh lebih 
murah dari harga normalnya. Saya membeli harga raskin 
Rp.1.600,-/kg di banding dengan harga normalnya yang berkisar 
8.000 hingga 10.000,-/liter.”(Wawancara pada tanggal 2 Maret 
2017). 
Sejalan dengan pendapat Ibu Ramlah diatas, Ibu Karmila juga 
mengatakan bahwa, 
“Dengan adanya bantuan raskin dari pemerintah sebanyak 15 
kg/bulan sangat membantu kehidupan kami, belum lagi kita 
membeli lauk setiap hari karena dengan bantuan raskin  beban 
hidup sedikit berkurang walaupun dibeli tapi harganya jauh lebih 
murah.”(Wawancara pada tanggal 5 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa bantuan 
raskin sangat membantu masyarakat miskin karena mendapatkan harga 
beras yang jauh lebih murah dari harga normalnya. Pemberian bantuan 
raskin diberikan setiap bulan sebanyak 15 kg dengan harga Rp.1.600. 
Namun dilain sisi berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang 
bersumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 
Gowa bahwa jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 
2016 tidak mengalami perubahan (data tetap). Tidak adanya perubahan 
data dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini yang penting 
terlaksana tanpa melihat apakah ada progres yang lebih baik atau tidak, 
karena data yang ada tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
ada koordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim pendamping 
terhadap orang-orang yang layak atau tidak layak menerima bantuan. 
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Kedua, tidak tercipta suatu analisis yang baik dari pihak pelaksana raskin 
untuk mengevaluasi bagaimana kondisi masyarakat miskin yang diberi 
bantuan, karena dengan di berikan secara terus-menerus bantuan 
akhirnya masyarakat miskin mengharap terus bantuan dari pemerintah 
dan menjadi ketergantungan. Di lain sisi juga ada kecenderungan 
pemerintah yang penting program bantuan berjalan, persoalan berhasil 
atau tidaknya itu masalah belakang karena dari hasil penelitian penerima 
raskin di Kabupaten Gowa dari tahun 2013 hingga 2016 tidak berubah 
yang menerima bantuan. 
Selain itu, peneliti juga turun kelapangan di wilayah Kecamatan 
Bajeng dan Kecamatan Parigi karena melihat jumlah masyarakat miskin di 
Kecamatan Bajeng sebesar 28.691 penduuduk dan di Kecamatan Parigi 
berjumlah 3.273 jiwa penduduk. Peneliti ingin mengetahui bagaimana 
peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kecamatan yang tergolong banyak masyarakat miskinnya dan di 
Kecamatan yang kurang masyarakat miskinnya. Berikut rincian jumlah 
masyarakat miskin penerima raskin di Kecamatan Bajeng dan Kecamatan 
Parigi tahun 2016 dalam tabel 14. 
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Table 14. Jumlah Penerima Raskin di Kecamatan Bajeng dan 
Kecamatan Parigi 2016 
Kecamatan Bajeng Jumlah Kecamatan Parigi Jumlah 
Tangkebajeng  281 Bilanrengi  98 
Pannyangkalang  457 Jonjo  152 
Pabbentengan  354 Majannang  147 
Maccinibaji  284 Manimbohai  115 
Kalebajeng  144 Sicini  97 
Limbung  336   
Bone  347   
Maradekaya  381   
Lempangang  247   
Bontosunggu  196   
Panciro  230   
Paraikatte  168   
Mataallo  209   
Tubajeng  269   
Jumlah  3.867 Jumlah  609 
           Sumber : Kantor Camat Bajeng dan Kantor Camat Parigi Kabupaten Gowa 2016 
           Dari hasil penelitian perbandingan jumlah penerima bantuan raskin 
di Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Parigi sangat berbeda. Dikarenakan 
jumlah penduduk di Kecamatan Bajeng lebih banyak dibandingkan 
dengan Kecamatan Parigi begitupun dengan jumlah masyarakat miskin di 
Kecamatan Bajeng lebih banyak dibandikan Kecamatan Parigi. Jumlah 
penduduk Kecamatan Bajeng 33,547 penduduk dan Kecamatan Parigi 
6.020 jiwa penduduk, serta jumlah masyarakat miskin di Kecamatan 
Bajeng sebesar 28,691 penduduk dan Kecamatan Parigi 3.273 penduduk 
miskin. Merujuk pada kuota pemberian bantuan salah satunya dilihat dari 
seberapa banyak jumlah masyarakat miskin. Kuota alokasi raskin yang 
diberikan per Kecamatan sesuai dengan jumlah masyarakat miskin dan 
masyarakat yang memenuhi syarat miskin serta layak untuk diberikan 
bantuan. Sejalan dengan hasil wawancara oleh kepala Subbagian 
Ekonomi ibu Dra. Hj. Radiah Makmur, MM., bahwa,  
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“Tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan raskin, ada 
batasan dan kriteria masyarakat miskin yang mendapatkan raskin 
dan langsung di data oleh BPS dan TNP2K (Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) bekerjasama dalam 
proses pendataan masyarakat miskin.” (Wawancara pada tanggal 
28 Februari 2017) 
 
Berdasarkan penjelasan diatas, mengatakan bahwa ada kriteria 
masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan. Namun hasil penelitian 
yang dilakukan  bahwa di Kelurahan Limbung  Kecamatan Bajeng dan di 
Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa bantuan 
pemerintah tidak tepat sasaran karena realitasnya masih banyak 
masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun 
berhak mendapatkan bantuan karena tergolong masyarakat miskin salah 
satunya bantuan Raskin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 
salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Kelurahan 
Limbung Kecamatan Bajeng Kasmawati (umur 38 tahun) mengatakan 
bahwa : 
“Saya sangat berharap bantuan dari pemerintah karena saya tidak 
mendapatkan bantuan apapun, padahal kalau difikir yang layak 
diberikan bantuan orang seperti saya karena saya hidup 
sebatangkara dan orangtua saya sudah meninggal.”(wawancara 
pada tanggal 1 Maret 2017) 
 
Sejalan dengan pendapat diatas, salah satu staf desa Gentungang 
juga mengungkapkan bahwa, 
“Di desa Gentungang data masyarakat miskin dan penerima 
bantuan tidak sesuai karena ada orang yang berhak mendapatkan 
bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karena data yang 
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digunakan data yang lama.”(wawancara pada tanggal 1 Maret 
2017) 
 
Dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, 
sering terjadi ketidaksesuaian. Terdapat masyarakat yang diberikan 
bantuan, bukan termasuk masyarakat yang layak mendapat bantuan. 
Sementara masyarakat miskin, terbelakang dan tidak mendapatkan 
bantuan tidak mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan data yang 
digunakan dalam perencanaan adalah data lama. Karenanya, 
implementasi kegiatan pemberian bantuan tidak tepat sasaran. 
b. Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) 
Program keluarga harapan (PKH) mulai diterapkan di Indonesia 
sejak tahun 2007. Program ini merupakan produk kebijakan untuk 
menanggulangi permasalahan sosial (masyarakat miskin). Pada tahun 
pertama penerapannya, daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan 
yaitu DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa 
Tenggara Timur, dan juga Gorontalo. Program Keluarga Harapan (PKH) 
adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai 
kepada masyarakat miskin. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan 
mengurangi beban masyarakat miskin dan dalam jangka panjang 
diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, 
sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. 
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Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah rumah tangga miskin 
yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan 
ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah 
lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang 
bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak 
perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu 
kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus 
anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan 
berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di 
Kartu PKH. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan 
bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) 
Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun 
belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak 
usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan 
PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan 
diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur 
kesehatan PKH bagi lbu hamil. Pendapat yang sama disampaikan oleh 
Febriyanti Halim, A.Md.K selaku operator PKH terkait dengan program 
PKH, bahwa, 
“Persyaratan bantuan langsung tunai PKH (Program Keluarga 
Harapan) diperuntukkan untuk masyarakat miskin. seperti ibu 
hamil, punya balita, punya anak sekolah SD sampai SMA, itu 
adalah syarat untuk mendapatkan bantuan.” (Wawancara pada 
tanggal 22 Februari 2017) 
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Sejalan dengan pendapat diatas, Ketua PKH Kabupaten Gowa ibu 
Kawaidah Alham, S.sos, M.si, juga mengatakan bahwa, 
“Program pemberian bantuan tunai kepada masyarakat miskin 
berdasarkan persyaratan. Kita juga melihat dari kehadiran siswa 
untuk anak sekolah karena kehadiran harus 85% dan setiap 
pendamping turun langsung ke lapangan mengunjungi sekolah-
sekolah untuk mengecek absensi kehadiran siswa-siswi dan ibu 
hamil harus membawa check up (memeriksa) kandungannyya ke 
Puskesmas, Posyandu, Polindes sesuai ketentuan yang 
berlaku.(Wawancara pada tanggal 26 Februari 2017).” 
 
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa program 
keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai kepada 
masyarakat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah 
ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program ini dikenal 
sebagai program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat 
berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia 
sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak 
balita, dan bagi ibu hamil). Sehingga dapat mengurangi beban masyarakat 
miskin. Jumlah masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta 
Program Keluarga Harapan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2016 di 
setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 
15 berikut : 
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Table 15. Jumlah Penerima Bantuan PKH per Kecamatan  
di Kabupaten Gowa tahun 2015-2016 
No Kecamatan 2015 2016 Jumlah 
1 Bajeng  817 749 1566 
2 Bajeng Barat  280 144 424 
3 Barombong  453  392 845 
4 Biring Bulu  207 316 523 
5 Bontolempangan  88 392 480 
6 Bontomarannu  214  223 437 
7 Bontonompo  746 375 1121 
8 Bontonompo Selatan  513  688 1201 
9 Bungaya  178  278 456 
10 Manuju  193  246 439 
11 Pallangga  1508 392 1900 
12 Parangloe  169 57 226 
13 Parigi  156 63 219 
14 Pattallassang  141 145 286 
15 Somba Opu  718 204 922 
16 Tinggimoncong  269 182 451 
17 Tombolo  Pao 375 344 719 
18 Tompo Bulu 513  207 726 
Jumlah 7.322 5.619 12.941 
  Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 2016 
 
Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2015 sebesar  7.322  
penduduk dan di tahun 2016 jumlah penerima bantuan PKH mengalami 
penurunan mencapai 5.619 jiwa penduduk. Total keseluruhan bantuan 
PKH di Kabupaten Gowa dari tahun 2015-2016 berjumlah 12.941 
penduduk. Terkait dengan menurunnya jumlah penerima bantuan PKH 
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 disebabkan oleh beberapa 
hal, yang disimpulkan dari hasil wawancara dengan operator program 
keluarga harapan, Febriyanti Halim, A.Md, K beliau mengatakan bahwa, 
“Menurunnya peserta PKH dari tahun 2015-2016 karena beberapa 
hal, yang pertama didalam satu keluarga itu sudah tidak memiliki 
syarat untuk diberikan bantuan PKH dan yang kedua karena 
adanya peserta PKH yang pindah dari Kabupaten Gowa.” 
(Wawancara pada tanggal 22 Februari 2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
menurunnya peserta PKH disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, 
didalam suatu keluarga sudah tidak memiliki syarat, baik syarat dibidang 
pendidikan maupun dibidang kesehatan yang akan diberikan bantuan 
PKH, dan adanya peserta PKH yang pindah dari Kabupaten Gowa.  
Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan dapat 
digambarkan sebagai berikut, gambar 6: 
Gambar 6. Pelaksanaan Keluarga Harapan di Kecamatan. 
 
 
 
 
 
Sumber : buku pedoman umum PKH 
Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kabupaten Gowa, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana Program 
Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran 
pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH disetiap kecamatan 
dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain 
untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain 
validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu 
Camat sebagai pengarah 
Pelaksana adalah seksi yang 
membidangi kesejahteraan sosial, 
bantuan sosial, perlindungan sosial 
dan jaminan sosial. 
Pendamping program keluarga harapan 
(PKH) 
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dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut 
dalam kurun waktu cepat dan tepat. Adapun data tentang jumlah 
pendamping dari program keluarga harapan per Kecamatan di Kabupaten 
Gowa, dapat kita lihat tabel 16 dibawah ini : 
Tabel 16. Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gowa 
tahun 2015-2016 
No Kecamatan Jumlah pendamping 
1 Bajeng 7 pendamping 
2 Bajeng Barat 2 pendamping 
3 Barombong 2 pendamping 
4 Biring Bulu 2 pendamping 
5 Bontolempangan 2 pendamping 
6 Bontomrannu 2 pendamping 
7 Bontonompo 5 pendamping 
8 Bontonompo Selatan 5 pendamping 
9 Bungaya 2 pendamping 
10 Manuju 2 pendamping 
11 Pallangga 7 pendamping 
12 Parangloe 1 pendamping 
13 Parigi 1 pendamping 
14 Pattallassang 1 pendamping 
15 Somba Opu 3 pendamping 
16 Tinggimoncong 2 pendamping 
17 Tombolo Pao 3 pendamping 
18 Tompo Bulu 3 pendamping 
Sumber : secretariat PKH Kabupaten Gowa 2016 
 
Di Kabupaten Gowa setiap Kecamatan memiliki pendamping dalam 
program bantuan PKH dengan jumlah pendamping secara keseluruhan 
sebanyak 52 orang pendamping.   
Kepala Bidang Pembinaan Sosial, Ady Sachran, S.sos juga 
mengatakan bahwa, 
”Disetiap kecamatan terdapat pendamping yang mendampingi 
peserta program keluarga harapan (PKH), dan setiap bulannya 
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pendamping melakukan pertemuan kelompok untuk diberikan 
arahan dan dibina serta dibimbing”.(Wawancara pada tanggal 27 
Februari 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa peran pendamping 
PKH diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki 
kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka sehingga 
perlu ada pendamping yang siap untuk membantu mereka mendapatkan 
hak dan mendampingi mereka untuk memenuhi kewajiban PKH. 
Selanjutnya, komponen bantuan PKH dengan indeks bantuan (Rp) : 
1. Bantuan ibu hamil/menyusui Rp. 1.200.000,- 
2. Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun Rp. 1.200.000,- 
3. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MI atau sederajat                
Rp. 450.000,- 
4. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat         
Rp. 750.000,- 
5. Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat            
Rp. 1.000.000,- 
Berdasarkan komponen indeks bantuan yang diberikan untuk 
penerima PKH, adapun jumlah kategori PKH di Kabupaten Gowa dengan 
perincian jumlah ibu hamil 421, jumlah balita 2.715, jumlah siswa/wi SD 
yang mendapat PKH sebanyak 6.184, jumlah siswa/wi SMP 3.921, dan 
jumlah siswa/wi SMA berjumlah 2.417 penerima PKH. Tujuan dari 
Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan oleh kementrian sosial 
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yakni meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak 
balita dari masyarakat miskin. Dengan program ini, keluarga miskin juga 
diharapkan memiliki kesehatan yang baik seperti kesehatan bagi ibu 
hamil, ibu nifas, dan anak balita. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala 
Pembinaan Lembaga Sosial Bapak Ady Sachran S.sos., bahwa, 
“Masyarakat miskin yang menerima bantuan PKH berhak 
menerima pelayanan kesehatan dengan syarat untuk ibu hamil 
harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan 
sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya untuk ibu yang ingin 
melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian Ibu 
nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapat 
pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali setelah 
melahirkan. Dan untuk anak balita ditimbang berat badannya 
secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan 
atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini.”(Wawancara 
pada tanggal 27 Februari 2017) 
 
          Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu 
tujuan program PKH yaitu meningkatkan status dan pelayanan kesehatan 
masyarakat miskin peserta PKH, jika terdapat anggota keluarga yang 
terdiri dari ibu hamil, ibu nifas dan anak balita. dengan mengikuti 
peryaratan yang berlaku. 
Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang 
menerima bantuan PKH yang sedang mengandung di Kecamatan Bajeng, 
ibu Nurhayati mengatakan bahwa, 
“Bantuan dari pemerintah ini sangat membantu, contohnya waktu 
saya memeriksa kandungan ke puskesmas itu gratis. Semua yang 
bersangkutan dengan kesehatan itu gratis termasuk obat- 
obatnya.”(Wawancara pada tanggal 26 Februari 2017) 
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Berdasarkan wawancara tersebut dapat disumpulkan bahwa 
bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa program keluarga 
harapan di bidang kesehatan sudah sangat membantu walaupun dalam 
pelaksanaannya masih belum maksimal. 
Begitu pula dengan yang disampaikan oleh ibu Sumiati  yang 
mempunyai balita dan termasuk peserta PKH di Kecamatan Gowa, 
bahwa, 
“Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini saya gunakan untuk 
membeli susu dan keperluan anak, dan jika ada lebihnya saya 
gunakan untuk kebutuhan sehari-hari”( Wawancara pada tanggal 
26 Februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu 
peserta PKH yang mempunyai balita memprioritaskan bantuannya 
digunakan untuk memenuhi semua keperluan anaknya, diantaranya 
dengan membelikan susu yang dapat menunjang gizi balitanya dan 
prioritas lainnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 
a) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-
anak keluarga miskin. 
Program keluarga harapan yang mulai dilakukan pada tahun 2010 
di Kabupaten Gowa bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang menjadi 
penerima PKH. Seperti yang diungkapkan oleh ketua PKH Ibu Kawaidah 
Alham, S.sos, M.si, bahwa : 
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“salah satu tujuan dari program keluarga harapan yaitu 
meningkatkan akses pelayanan pendidikan anak-anak dari 
keluarga miskin penerima PKH melalui bantuan ini, makanya diikat 
dengan kewajiban dan komitmen, kalau kehadiran anak sekolah 
penerima bantuan di  kelas  minimal  85%  dari  hari sekolah dalam 
sebulan selama satu tahun ajaran itulah yang diverifikasi oleh 
pendamping sehingga tetap mendapatkan bantuan. Tetapi, jika 
kehadiran dibawah 85% maka bantuan dari anak itu akan dikurangi 
sebesar 10%, kalau kehadirannya dibawah 85% sampai 3 bulan 
maka anak itu tidak akan menerima bantuan.” (Wawancara 26 
Februari 2017) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa peningkatan 
akses dan pelayanan pendidikan harus dibarengi dengan komitmen para 
anak-anak keluarga miskin penerima PKH dengan diwajibkan memenuhi 
persyaratan yang berlaku berkaitan dengan pendidikan, sehingga anak-
anak tersebut tetap menerima bantuan yang akan menunjang 
pendidikannya. 
Jadi dalam hal ini bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan 
(PKH) tentang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 
dan kesehatan bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah sudah cukup 
maksimal. Hal ini dapat dilihat menurunnya penerima bantuan PKH 
pada tahun 2015 berjumlah 7.322 penerima bantuan PKH hingga ke 
2016 mencapai 5.619 penerima PKH di Kabupaten Gowa.  
Adapun data penerima bantuan PKH di Kecamatan Bajeng dan 
Kecamatan Parigi 2016, berikut dalam tabel 17. 
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Tabel 17. Jumlah Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) 
di Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Parigi 2016 
 
Kecamatan Bajeng Jumlah Kecamatan Parigi Jumlah 
Bone  179 Bilanrengi  40 
Bontosunggu  152 Jonjo  58 
Kalebajeng  65 Majannang  29 
Lempangang  82 Manimbohai  48 
Limbung  67 Sicini  44 
Maccinibaji  93   
Maradekaya  95   
Mata Allo 172   
Pabentengan  102   
Panciro  67   
Pannyangkalang  262   
Paraikatte  81   
Tangkebajeng  83   
Tubajeng  66   
  Jumlah 1566 Jumlah 219 
Sumber : Kantor camat Bajeng dan kantor camat parigi Kabupaten Gowa 2016 
 
           Dari hasil penelitian perbandingan jumlah penerima bantuan PKH  
di Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Parigi sangat berbeda. Jumlah 
yang mendapatkan PKH Kecamatan Bajeng 1.566 penerima dan 
Kecamatan Parigi 219 penerima PKH diikarenakan jumlah penduduk di 
Kecamatan Bajeng lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Parigi 
begitupun dengan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Bajeng lebih 
banyak dibandikan Kecamatan Parigi. Jumlah masyarakat miskin di 
Kecamatan Bajeng sebesar 28,691 penduduk dan Kecamatan Parigi 
3.273 penduduk miskin. Merujuk pada kuota pemberian bantuan salah 
satunya dilihat dari seberapa banyak jumlah masyarakat miskin, 
pemberian bantuan PKH di Kecamatan sesuai dengan jumlah masyarakat 
miskin yang terdaftar. Dalam pemberian bantuan PKH di Kecamatan yang 
banyak masyarakat miskinnya dan di Kecamatan yang Kurang 
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masyarakat miskinnya terlaksana dengan baik dan program tersebut 
berhasil, karena pemberian bantuan masyarakat miskin tidak di utamakan 
yang banyak masyarakat miskinnya tapi bagaimana pemerintah 
menyetarakan bantuan tersebut. Kedua Kecamatan tersebut telah 
diberikan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. 
c. Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan 
keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. 
Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka 
harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara 
mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga 
privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan 
bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu 
kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercipta 
keamanan. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang 
memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. 
Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni 
berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi 
rumah itu sendiri.  
 Pembangunan rumah swadaya merupakan Program Pemerintah 
untuk membantu warga miskin agar memiliki rumah yang layak huni. 
Program ini menjadi salah satu Program unggulan Kementrian 
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Perumahan Rakyat (Kemenpera), yang memang di utuskan Presiden 
untuk menangani masalah perumahan dasar hukum dari adanya RTLH ini 
adalah adanya peraturan kementrian yaitu Peraturan Menteri Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini pada dasarnya 
merupakan stimulant atau pendorong bagi warga miskin agar bisa 
memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat 
sehingga menjadi layak huni. Kemiskinan itu memiliki beberapa indikator, 
salah satunya adalah rumah, rumah itu terdiri dari atap, lantai dan dinding. 
Jika ini sudah dapat di penuhi maka sudah dapat di tangani dan di atasi 
permasalahannya maka tidak akan ada lagi penanggulangan kemiskinan 
telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional dari 
dulu hingga kini. 
Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Demikian juga persoalan sarana 
prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat 
tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau 
sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah 
sosial. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki 
oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, 
kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus 
ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat 
(stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, 
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masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, 
Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan 
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) yang dipadukan 
dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.  
Kriteria kepala keluarga penerima bantuan RTLH dalam peraturan 
menteri PU Pera no 5 tahun 2016  : 
1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; 
2. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata 
pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat 
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiian 
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk 
penduduk miskin seperti raskin 
4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk 
membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan 
kecuali tanah dan rumah yang ditempati 
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan 
sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari 
kelurahan /desa atas status tanah 
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni    
yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, 
dengan kondisi sebagai berikut : 
a. Tidak permanen dan / atau rusak 
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b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, 
seperti : papan, ilalang, bamboo yang dianyam 
c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, 
mengganggu keselamatan penghuninya 
d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak 
e. Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci 
dan kakus. 
Dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
pemerintah daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren 
antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / 
Kota nomor 16 bagian (d) tentang pembagian urusan pemerintahan 
bidang perumahan dan kawasan permukiman salah satunya mengenai 
penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu 
dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 
tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada 
bab 1 ketentuan umum pasal (1) dalam peraturannya dimaksud bahwa 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan 
perencanaan pembangunan,pemanfaatan, dan pengendalian.  
Program bantuan RTLH merupakan program baru yang akan 
dilaksanakan di Kabupaten Gowa, program ini sebenarnya bagus dan 
sangat membantu masyarakat miskin yang sebelumnya tinggal di rumah 
tidak layak huni karena adanya program tersebut masyarakat bisa 
merasakan tinggal di rumah yang layak. Terkait dengan program RTLH di 
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Kabupaten Gowa, Bapak Ariyanto Abbas, SE selaku bidang perumahan 
menjelaskan: 
“Bantuan RTLH baru akan dilakasanakan di Kecamatan Somba 
Opu pada tahun 2017 karena dananya sudah keluar sebanyak  4 
Miliyar untuk 290 unit rumah yang akan di rehabilitas, data bantuan 
RTLH di Kecamatan Somba Opu 521 data RTLH tapi belum di 
verifikasi dan akan di verifikasi ulang dengan melakukan 
peninjauan dan pasti ada yang gugur. RTLH kan ada 
persyaratannya dilihat dari komponen rumahnya, komponen 
struktural dan non struktural, jadi rumah tidak layak huni yang akan 
di rehabilitas sebanyak 290 unit rumah.”(Wawancara pada tanggal 
15 Februari 2017) 
 
Berikut disajikan jumlah masyarakat yang akan mendapatkan 
bantuan RTLH di Kabupaten Gowa, dalam tabel 18. 
Tabel 18. Jumlah rumah yang mendapatkan bantuan RTLH per 
Kecamatan di Kabupaten Gowa 2016 
No Kecamatan Jumlah 
1 Pallangga  915 
2 Bajeng  955 
3 Bajeng Barat  430 
4 Bontonompo  560 
5 Parigi  310 
6 Tinggimoncong  425 
7 Bungaya  390 
8 Bontolempangan  435 
9 Biringbulu  725 
10 Tombolo Pao 590 
11 Tompo Bulu 510 
12 Bontonompo Selatan  550 
13 Bontomarannu  480 
14 Barombong  430 
15 Pattallassang  485 
16 Parangloe  390 
17 Manuju  750 
18 Somba Opu  521 
Jumlah  9.856 
 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017 
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Jumlah penerima bantuan diatas merupakan masyarakat yang 
telah masuk pendataan dan direncanakan akan diberikan bantuan. 
Namun, karena pemberian bantuan ini akan menyesuaikan dengan jumlah 
dana yang dianggarkan untuk setiap tahunnya maka penerima diatas 
akan diseleksi lagi. Penyeleksian akan melihat keterdesakan masyarakat 
yang membutuhkan rumah layak huni. Program tersebut pertama akan 
dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu tahun 2017 karena anggarannya 
sudah keluar sebesar 4 Miliyar untuk 290 unit rumah yang akan di 
rehabilitas.  
4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin Di Kabupaten Gowa 
 Pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa merupakan 
suatu kegiatan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan 
melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan 
terencana dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat miskin tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 
baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa sebagai berikut: 
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4.4.1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di 
Kabupaten Gowa 
 Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa adalah ketersediaannya anggaran. Anggaran 
merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian 
bantuan masyarakat miskin. Ketersediaannya anggaran sangat 
mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. 
Adapun hasil wawancara oleh Bapak Yaser Azhari, S.kel, MM selaku 
kepala seksi fakir miskin mengatakan bahwa: 
“Ketersediaannya anggaran dari pusat menjadi faktor pendukung 
pemberdayaan masyarakat miskin, karena anggaran merupakan 
hal yang paling menetukan keberhasilan suatu kegiatan dalam hal 
ini pemberdayaan masyarakat miskin.”(Wawancara pada tanggal 
20 Februari 2017) 
Adapun jumlah anggaran yang tersedia dalam program bantuan 
sandang, pangan, papan di Kabupaten Gowa tahun 2016 dalam tabel 19 : 
Tabel 19. Jumlah anggaran yang tersedia dalam program bantuan 
sandang, pangan, papan di Kabupaten Gowa tahun 2016 
No Jenis Bantuan Jumlah Anggaran 
1 RASKIN (Beras Miskin)  6.518.160.000,- 
2 PKH (Program Keluarga Harapan)  2.787.010.000,- 
3 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 4.000.000.000,- 
     Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 
Ketersediaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin 
khususnya di Kabupaten Gowa ditopang oleh anggaran dari Pemerintah 
pusat yang diatur dalam APBN. Jumlah anggaran bantuan RASKIN 
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sebanyak Rp.6.518.160.000/tahun, jumlah anggaran dana PKH berjumlah 
Rp. 2.787.010.000 / 3 bulan, penyaluran dana PKH disalurkan 4 kali 
dalam setahun, jadi total anggaran dana PKH pertahun di Kabupaten 
Gowa mencapai Rp. 11.148.040.000 anggaran dana, sedangkan jumlah 
anggaran untuk program RTLH berjumlah Rp. 4.000.000.000 untuk 290 
unit rumah yang akan dibedah dan di Kecamatan Somba Opu yang akan 
dilaksanakan bantuan RTLH. Bantuan RTLH merupakan program baru 
yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa dan baru di Kecamatan 
Somba Opu akan dilaksanakan. Berdasarkan jumlah anggaran yang 
diberikan dari program Nasional, hal tersebut sangat membantu 
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin 
di Kabupaten Gowa.  
4.4.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di 
Kabupaten Gowa 
 
1. Pendataan Yang Tidak Profesional  
Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa adalah proses pendataan yang tidak profesional, hal 
ini disebabkan karena data penerima bantuan beras miskin di 
Kabupaten Gowa dari tahun 2013 hingga 2016 tidak berubah. Idealnya 
proses pendataan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yakni 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
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Fakir Miskin. Dalam hal Pendataan Fakir Miskin (Pasal 8) telah diatur 
mekanisme pendataan secara nasional sebagai berikut: 
(1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk 
melaksanakan penanganan fakir miskin. 
(2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. 
(3) Kriteria sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar  
bagi  lembaga  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. 
(4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan 
yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 
(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 
(6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik 
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang 
menjadi fakir miskin. 
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(7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang 
ada di kecamatan, kelurahan atau desa. 
(8) Hasil  verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  
(7)  dilaporkan  kepada bupati/walikota. 
(9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk 
diteruskan kepada Menteri. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah penerima beras miskin 
dari tahun 2012, 2013 hingga 2016 disajikan dalam tabel 20 berikut : 
Table 20. jumlah penerima raskin per kecamatan di kabupaten gowa 
2016 menurut sektor Ekonomi 
No Kecamatan 2012 2013-2016 
1 Bontonompo  3,459 3,303 
2 Bontonompo Selatan 2,742 2,617 
3 Bajeng  4,053 3,867 
4 Bajeng Barat 1,851 1,766 
5 Pallangga  4,784 4,562 
6 Barombong  2,399 2,282 
7 Somba Opu 2,931 2,797 
8 Bontomarannu 1,504 1,434 
9 Pattallassang  1,106 1,055 
10 Parangloe  1,190 1,135 
11 Manuju  1,262 1,204 
12 Tinggimoncong     910    868 
13 Tombolo Pao 2,189 2,086 
14 Parigi      639    609 
15 Bungaya  1,194 1,140 
16 Bontolempangan  1,518 1,448 
17 Tompobulu  2,513 2,396 
18 Biringbulu  1,723 1,643 
Jumlah 37,967 36,212 
         Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kera, dan Transmigrasi Kabupaten  Gowa 2016 
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Berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang bersumber dari 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gowa bahwa 
jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 2016 tidak 
mengalami perubahan (data tetap). Tidak adanya perubahan data 
dikarenakan adanya kecenderungan bahwa program ini yang penting 
terlaksana tanpa melihat apakah ada progres yang lebih baik atau tidak, 
karena data yang ada tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
ada koordinasi yang baik dari pihak pemerintah atau tim pendamping 
terhadap orang-orang yang layak atau tidak layak menerima bantuan. 
Kedua, tidak tercipta suatu analisis yang baik dari pihak pelaksana raskin 
untuk mengevaluasi bagaimana kondisi masyarakat miskin yang diberi 
bantuan, karena dengan di berikan secara terus-menerus bantuan 
akhirnya masyarakat miskin mengharap terus bantuan dari pemerintah 
dan menjadi ketergantungan. 
Sejalan dengan yang di kemukakan oleh salah satu staf desa 
Gentungang Kecamatan Bajeng Barat mengatakan bahwa: 
“Di desa Gentungang data masyarakat miskin dan penerima 
bantuan tidak sesuai karena ada orang yang berhak mendapatkan 
bantuan malah tidak mendapatkan bantuan karena data yang 
digunakan data yang lama.”(wawancara pada tanggal 1 Maret 
2017) 
 
Proses pendataan bantuan beras miskin yang tidak tepat sasaran, 
karena masih banyaknya masyarakat yang lebih layak mendapatkan 
bantuan tersebut malah tidak menerima bantuan justru yang mampu atau 
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tidak layak mendapatkan  bantuan malah mendapatkan bantuan dari 
pemerintah sehingga proses pendataan masyarakat miskin tidak 
profesional. Selanjutnya, petugas hanya mendata masyarakat miskin 
setelah itu tidak mengikuti seperti apa kondisi orang yang didata tersebut, 
karena ketika dia melakukan pendataan yang baru pasti ada yang 
berubah, paling tidak ada masyarakat miskin yang sudah berdaya dan 
mungkin juga sudah tidak bersyarat lagi untuk mendapatkan bantuan, 
seharusnya demikian.  
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  
Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses 
pemberdayaan masyarakat miskin. Peran dan pentingnya Sumber Daya 
Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi 
sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai 
usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara 
pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi 
tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) 
benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal. 
Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam 
proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di 
dalam Pemerintah Daerah sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, 
sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia 
yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin 
dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itu, pentingnya peran sumber 
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daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam hal proses 
pendataan karena merupakan unsur utama dan unsur pengendali 
keberhasilan Pemerintah Daerah dalam program pemberdayaan 
masyarakat miskin di Kabupaten Gowa. 
Sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat miskin 
yang yang terdiri atas tiga tahap, yakni perencanaan, pendataan, dan 
pemberian bantuan. Namun dalam proses pendataan penerima bantuan 
beras miskin terlihat buruk dan tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat 
bahwa jumlah penerima bantuan beras miskin dari tahun 2013 hingga 
2016 tidak mengalami perubahan, dikarenakan karena minimnya sumber 
daya manusia dalam melakukan proses pendataan masyarakat miskin. 
Idealnya proses pendataan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, 
yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan 
masyarakat miskin atau fakir miskin dalam hal pendataan pada (Pasal 8 
ayat 5) menegaskan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan secara 
berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Tidak adanya 
perubahan data mengakibatkan proses administratif yang belum maksimal 
sehingga tidak tercipta suatu proses administrasi jumlah penduduk miskin 
dengan baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Gowa. Pada bab ini 
diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian 
yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga 
bermanfaat pada penulisan selanjutnya. 
 
5.1. Kesimpulan  
1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja, dan Transmigrsi dalam pemberdayaan msyarakat miskin 
Kabupaten Gowa meliputi, perencanaan, pendataan, dan pemberian 
bantuan. Pelaksanaan  perencanaan, terhadap masyarakat miskin 
terlihat belum maksimal karena kurang terjalin koordinasi yang baik 
antar pemerintah daerah. Dalam proses pendataan masyarakat miskin 
khususnya pendataan penerima bantuan beras miskin (Raskin) tidak 
profesional, jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2013 hingga 
2016 tidak mengalami perubahan (data tetap). Dalam pemberian 
bantuan, terlihat baik dan maksimal. Bantuan untuk masyarakat miskin 
secara keseluruhan 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa sudah 
mendapatkan bantuan. 
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2.  Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat 
miskin di Kabupaten Gowa terbagi menjadi dua yakni faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni 
ketersediaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa ditopang oleh anggaran dari Pemerintah pusat yang 
diatur dalam APBN. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah 
untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Gowa. Mengingat 
pemberdayaan miskin merupakan prioritas utama dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yakni 
pendataan tidak profesional, proses pendataan masyarakat miskin di 
Kabupaten Gowa, proses pendataan bantuan beras miskin yang tidak 
tepat sasaran, karena masih banyaknya masyarakat yang lebih layak 
mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menerima bantuan justru 
yang mampu atau tidak layak mendapatkan  bantuan malah 
mendapatkan bantuan dari pemerintah. 
 
5.2. Saran 
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gowa 
dalam pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya lebih intens 
koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga kegiatan 
pemberdayaan masyarakat miskin dapat terlaksana sesuai dengan 
perencanaan yang dibuat. 
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2. Dalam proses pendataan masyarakat miskin khususnya pendataan 
penerima bantuan beras miskin harus dilakukan perbaharuan data 
setiap tahunnya sehingga dapat diketahui masyarakat yang sudah 
tidak berhak lagi mendapatkan bantuan atau masyarakat yang sudah 
tidak bersyarat lagi digolongkan masyarakat miskin. Disamping itu 
dalam pelaksanaan pendataan masyarakat miskin harus lebih di 
perhatikan masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan, 
sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah tepat sasaran. 
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